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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
a) Letak, Luas dan Batas Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan
Tengah yang terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada 1°19° sampai
dengan 3°36” Lintang Selatan dan 110°25° sampai dengan 112°50°
Bujur Timur.  Secara administratif letak geografis Kabupaten

Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km” Seiring
dengan semakin berkembangnya Kabupaten Kotawaringin Barat, sejak
tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 terjadi
pemekaran kecamatan dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan.
Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai
menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan

Kecamatan Pangkalan Banteng. Kecamatan Kumai merupakan
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Kecamatan terluas dengan luas wilayah 2921 Km? (28,13% luas
Kabupaten), dan Kecamatan Pangkalan Lada merupakan Kecamatan
terkecil dengan luas wilayah 229 Km? (2,13% luas Kabupaten)
Dengan adanya pemekaran tersebut, maka Kabupaten Kotawaringin
Barat saat ini terdiri dari 81 desa dan 13 kelurahan,

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut
Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut

Kecamatan
Persentase Luas
2
Kecamatan Luas (KM") Terhadap Kabupaten

1. Arut Selatan 2.400 22,31
2. Kumai 2.921 27,15
3. Kotawaringin Lama 1218 11,32
4. Arut Utara 2.685 24,96
5. Pangkalan Lada 229 3,08
6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21
KABKTW. BARAT 10.759 100

Sumber data : Kobar Dalam Angka Tahun 2010
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b) Kondisi Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat

digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar

berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang

terdini dani :

1. Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan
terhadap erosi.

2. Bagian tengah terdiri dan tanah podsolik merah kuning juga tahan
terhadap erosi.

3. Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol
banyak mengandung air. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah
tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta
bersifat organik dan asam.

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara,
kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi
oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada
Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan
bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar
31,0 °C — 33,8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C - 234 °C,

kelembaban udara berkisar 85,58 %.

45

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBURA2027 pdf

¢) Geologi dan Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang
terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya
dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara
garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat
adalah sebagai berikut:

Podsolik Merah Kuning, Tanah podsolik merah kuning
merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di
tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan
dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami
perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan
induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak
berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warma  merah kuning
dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan
reaksi tanah masam.

Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol),
Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di
tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin
Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut,
bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk
wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini
adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki

drainase baik dengan reaksi tanah masam.
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Kompleks Regosol (Podsol), dijumpai menyebar di bagian
Timur Kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari
bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk
wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat
sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah
masam.

Aluvial, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak
terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai
serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah kecamatan Kumai.
Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-
tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

QOrganosol, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang
tertimbun di tempat tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan
sedikit di kecamatan Kotawaringin Lama dan Arut Selatan. Warna
tanah ini hitam bersifat asam.

Oksisol (Lateritik), Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat
bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan
bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya
dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya
saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksilik adalah
kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut
mengalami perkembangan pelapukan.

Sedangkan susunan geologi yang terdapat di Kabupaten

Kotawaringin Barat tersusun atas 10 formasi, yaitu:
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Batuan Terobosan Sintang, Formasi Dahor,
Granit Mandahan, Endapan Rawa,
Granit Sukadana, Batuan Gunung Api,
Batuan GA Berapi, Alluvium, dan
Tonalik Sepauk, Formasi Laut.

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat
berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan
penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam
pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian,
perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah/lahan
yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi : lotosal,
komplek podsolik merah kuning — podsol, laterik, alluvial, regosol
podsol, organosal serta danau atau rawa - rawa.

Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan
indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah yang
kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang
tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan
untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh
corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi
oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan,

kebun campur, permukiman dan lain-lain.
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Berdasarkan  deskripsi karakteristk  wilayah, dapat
diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan
sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, parniwisata,
industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana
tata ruang wilayah.

2. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat
1) Visi dan Misi
Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 s.d.
2016 menetapkan Visi :mengusung visi misi sebagai berikut :
Visi :
“Terwujudnya Kelestarian Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat yang
berkeadilan”

Misi :

Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai
berikut:

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data
dan informasi kehutanan.

2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk
memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan
berusaha.

3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam.

4. Memelihara dan meningkatkan fungst dan daya dukung daerah
aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi
fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS.

5. Meningkatkan kompetensi SDM dan tata kelola kelembagaan
dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara
optimal.
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2) Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai

berikut :
KEPALA DIMAS
o
JABATA! i
SENRETARIAT
i
1 1 1
SUB BAGLAN SUB BAGIAN SUB BAGIAR
L, EPE GAN ALIN KEUMGAH PERENCAHMN DA
[T PENGERDALIAN
PERLENGIAPAN PROGRML
PENATAGUMAAN KAWASAN BMA USAHA KEHUTAMAN PERLIMOUMGAN KIONSERYAS REBOISAS], REHABILITASI LAHAR
HUTAN DAN PENGAMARAN HUTAN DAN HUTAN KEMASYARAKATAN
— ] I ; r__;l —T
] SERST TR i
| i INVENTASISAS POTENS PENGLUNAN DN LEGALITAS Pl ADVORAS: DAN PENG AMANAN - REBOISASI
: HUTAN
| 1
; SR 5]
TATAGUNA HITAN | PRODURS! HABIL YT AN P rEGAms ks - PEMEINANE HUTAN
: PENGISAHAM DA MEMASY SLAATAN
| PEREDARAN HASH. HUTAN
S SEXS : SEXS) S
REMCANA KARY A | | PENGOLMUN HAIL PERLINIUNGAH DAH - REMARILITASY LAHAN DAX
HUTAN : KONSERY M4 HUTAN PEHGHE ) AU

UPrTD

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dan :
a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pengendalian Program;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
¢. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang, terdiri dari :

a. Kepala Bidang Penatatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari :
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1)  Kepala Seksi Inventarisasi Potensi;
2)  Kepala Seksi Tata Guna Hutan;
3) Kepala Seksi Rencana Karya,
b. Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :
1)  Kepala Seksi Pengujian dan Legalitas;
2)  Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan;
3) Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan,
¢. Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Dan Pengamanan
Hutan, terdiri dani
1)  Kepala Seksi Advokasi Dan Pengamanan Hutan;
2)  Kepala Seksi Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Dan
Peredaran Hasil Hutan;
3) Kepala Seksi Perlindungan Dan Konservasi Hutan;
d. Kepala Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan
Kemasyarakatan, terdiri dan :
1) Kepala Seksi Reboisasi;
2) Kepala Seksi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan;
3) Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan Dan Penghijauan;
4. Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
3) Tupoksi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten

Kotawaringin Barat, Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
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Kotawaringin Barat mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan

desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Kehutanan.

Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelenggaraan kawasan hutan.

3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan.

4. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana
hutan.

5. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan.

6. Penyelenggaraan izin usaha kehutanan.

7. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

yang merupakan penjabaran terhadap Tugas Pokok dan Fungsi di atas

dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina,

mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program Kkerja,

tata keja dan mengembangkan semua kegiatan kehutanan serta
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas

Kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas,

menyelenggarakan fungsi :
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur/Bupati berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan,
serta pelestarian dan perlindungan hutan;

c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan

hutan;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan
penanggulangan bencana hutan;

e. Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan
hutan;

f  Penyelenggaraan perizinan pengusahaan hutan;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;

h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan; dan

i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
bidang kehutanan.

Sekretaris mempunyai tugas mengkordinasikan penyusunan program,

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas

pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga,

organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan,

dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:
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a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan
anggaran SKPD

b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan
perlengkapan SKPD

¢. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD

€. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang
secara terpadu

Sekretaris, terdiri dari ;

1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

2. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas

Memimpin, menyusun perencanaan, mengatur, mengembangkan dan

mengevaluasi program dan kegiatan penatagunaan kawasan hutan dan

melaksanakan ugas dari pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanakan program dan kegiatan penatagunaan kawasan
hutan.

b. Menyelenggarakan inventarisasi dan potensi hutan, penatagunaan
kawasan hutan dan penyusunan rencana kerja pengusahaan hutan.

¢. Melaksanakan koordinasi program dan kegiatan penatagunaan

kawasan hutan dengan instansi terkait.
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d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan penatagunaan kawasan hutan.

Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi;

2. Kepala Seksi Tata Guna Hutan;

3. Kepala Seksi Rencana Karya.

Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan mempunyai tugas,

pembinaan, pengawasan produksi dan pengolahan hasil hutan,

pelayanan legalitas , pengawasan dan pengendalian juran kehutanan,

sarana prasaran eklpoitasi hutan serta pengukuran dan pengujian hasil

hutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Bina Usaha Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produksi hasil hutan;

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan hasil
hutan;

¢. Melaksanakan pelayanan legalitas;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerimaan iuran
kehutanan dan penerimaan daerah lainnya;

e. Melaksanakn pembinaan dan pengawasan kegiatan pengukuran
dan pengujian hasil hutan;

f. Melaksanakan pelayanan perijinan dan pembinaan industri hasil
hutan;

g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
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evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas.

Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengujian Dan Legalitas;

2. Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan;

3. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan.

Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi dan Pengamanan

Hutan mempunyai tugas menyususn, mengkoordinasikan, mebina,

mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dan pendataan serta

pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan |,
konservasi dan pengamanan hutan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Perlindungan, Konservasi Dan Pengamanan Hutan,

menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu kepala dinas di bidang tugasnya;

b. Memimpin kegiatan dan pembinaan aparat dalam lingkup
bidangnya;

¢. Melaksanakan kegiatan  perlindungan, konservasi dan
pengamanan hutan serta pengendalian dalam lingkungan;

d. Melaksanakan kegiatan dan analisis terhadap ketentuan dan
peraturan perundang — undangan di bidang kehutanan serta
penerapannya;

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, koordinasi

penyusunan perda, peratura / Keputusan Bupati dan Keputusan
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Kepala Dinas di bidang Kehutanan, koordinasi pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan/ lahan dan operasi pengamanan
hutan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan amdal;

f.  Mengkoordinir kegiatan — kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kepala Seksi lingkup bidang perlindungan, konservasi dan
pengamanan hutan;

g Menyiapkan dan menyususn laporan di bidang tugasnya;

h. Melaksanakan koordinasi tugas dalam lingkup dinas;

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

J.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas:

Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Dan Pengamanan Hutan,

terdiri dari :

1. Kepala Seksi advokasi Dan Pengamanan Hutan;

2. Kepala Seksi Pengawasan Kegiatan Pengusahaan Dan Peredaran
Hasil Hutan ;

3. Kepala Seksi Perlindungan Dan Konservasi Hutan.

Kepala Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan

Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

kegiatan reboisasi, rehabilitasi lahan, Hutan Kemasyarakatan serta

pembinaan hutan tanaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan Kemasyarakatan,

menyelenggarakan fungsi:
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a. Melaksanakan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
pembinaan reboisasi, rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;

b. Melaksanakan penyusunan program kegiatan bimbingan,
pembinaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan
erosi dan sedimentasi penerapan teknik konsevasi tanah,

¢. Melaksanakan Pembinaan hutan tanaman, pembangunan
hutan kemasyarakatan dan perhutanan sosial;

d. Melaksanakan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan

pengawasan kegiatan penghijauan;

¢. Menyusun program, melaksanakan koordinasi

bimbingan,pembinaan dan pengawasan kegiatan penyuluhan
kehutanan;

f Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan

pelaporan penyelenggaraan tugas.

Kepala Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan

Kemasyarakatan, terdini  dari :

1. Kepala Seksi Reboisasi;

2. Kepala Seksi Pembinaan Hutan Kemasyarakatan ;

3. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan Dan Penghijauan ;

4) Uraian Tugas dan Tanggungjawab Implementor Kegiatan KBR
Berdasarkan Tupoksi Dinas Kehutanan Kabupaten

Kotawaringin Barat Kegiatan Kebun Bibit Rakyat menjadi

tanggungjawab dari Bidang Reboisasi, Rehabilitasi Lahan dan Hutan

Kemasyarakatan (RRLHK). Adapun berdasarkan Peraturan Menteri
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Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-1[/2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR) bahwa implementor
yang terlibat dalam kegiatan KBR sebagai pengelola kegiatan KBR
yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran (BPDAS Kahayan), Pejabat
Pembuat Komitmen (Dinas Kabupaten/ Kota), Petugas lapangan (PL-
KBR), dan Kelompok Masyarakat Pengelola KBR ( Kelompok Tani).
Tugas dan tanggungjawab dari Pengelola KBR adalah :

a) KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan RHL,
- Bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pembuatan KBR;
- Melakukan koordinasi kegiatan KBR dengan Satker
Kabupaten/Kota;
- Melakukan pembinaan/sosialisasi kegiatan KBR bagi Satker
Kabupaten/Kota;
- Melakukan verifikasi adminstrasi dan teknis terhadap
kelompok masyarakat yang mengajukan usulan kegiatan KBR;
- Menetapkan kelompok pengelola KBR dan lokasi KBR,;
- Menetapkan PPK, Petugas Lapangan, dan Staf Pengelola KBR
berdasarkan usulan dari Satker Kabupaten/Kota,
- Melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PPK, Kepala
Dinas;
b) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
- Membanto Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan

kegiatan fisik dan administrasi keuangan yang dibebankan,
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- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya
kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksana;

- Dalam penerbitan SPD, SPK dan surat-surat yang berkaitan
dengan kegiatan, PPK menggunakan Kop Surat dan Nomor
Surat dari  Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kabupaten/Kota masing-masing;

- Melaporakan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA;

- Melakukan supervisi pelaksanaan evaluasi hasil penanaman
bibit KBR oleh Tim Pengawas dari Kelompok Pengelola KBR;

¢) Petugas Lapangan KBR

- Melakukan bimbingan kepada kelompok pengelola KBR dalam
bentuk : penyusunan RUKK, rancangan penanaman, informast
penyediaan benih, bahan dan peralatan, tekmis pembuatan dan
pemeliharaan bibit, teknis penanaman;

- Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan KBR

- Melakukan evaluasi penanaman bibit KBR

- Membuat laporan tugas pendampingan setiap bulan kepada
BPDAS Kahayan dan PPK;;

d) Kelompok Masyarakat Pengelola KBR

- Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pembuatan KBR
dan kegiatan penanaman bibit hasil produksi KBR tersebut
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja yang disepakatt dengan

PPK;
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- Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatkan bibit

KBR;

- Bertanggungjawab atas penggunaan dana KBR

B. Hasil Penelitian

1. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan Kebun

Bibit Rakyat (KBR)

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin
Barat. Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu kegiatan untuk
mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan
masyarakat. Kebun Bibit Rakyat dilaksanaan secara swakelola oleh
kelompok masyarakat dan bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR)

digunakan untuk merchabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan

penghijauan lingkungan.

Kegiatan Kebun Bibit Rakyat dilakukan dengan beberapa tahapan
yang menjadi rangkaian kegiatan mulai dar tahapan 1) perencanaan,
2) pelaksanaan, 3) penanaman dan 4) pengawasan. Tahapan
perencanaan meliputi : mengusulan calon kelompok masyarakat dengan
pengajuan proposal, verifikasi administrasi dan teknis, penetapan
kelompok masyarakat sebagai sebagai kelompok Kebun Bibit Rakyat dan
penyusunan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK). Tahapan
pelaksanaan meliputi : pembuatan persemaian tanaman dan penyaluran
dana pembuatan persemaian. Tahapan pengawasan meliputi : monitoring

pembuatan kebun bibit rakyat dan pendampingan kebun bibit rakyat dan
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Petugas Lapangan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Tahapan penanaman

meliputi : penyusunan rencana penanaman bibit dan penanaman.

Berikut beberapa temuan yang peneliti temukan dari pengumpulan
data di Japangan :

1)  Sejak Tahun 2011 sampai dengan 2013 di Kabupaten Kotawaringin
Barat telah ada 16 kelompok pengelola yang melaksanakan kegiatan
KBR, ditambah sebanyak 7 kelompok pengelola untuk kegiatan
tahun 2014.

2) Kebtjakan pemerintah untuk mendukung program rehabilitasi hutan

dan lahan dalam kegiatan KBR melalui Peraturan Menteri Kehutanan
RI datam perjalananya mengalami perbaikan hingga 5 kali.

3) Besarnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR ataupun

bentuk kegiatannya lainnya untuk pemanfaatan lahan kosong

Dari hasil analisis data melalui observasi langsung dan mempelajari data-

data yang ada minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Kebun

Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami

kenaikan dani tahun-ke tahun.
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Tabel 4.2. Data Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011 s/d 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat
Target Realisasi
No. Kegiatan/Thn Kelompok Pengelola Desa/Kec Luas Jenis Jul?'d.ah Jumlah Luas Jenis Jul.nl_a h Jumlah Status | Ket.
(Ha) Tanaman Bibit Dana (Rp) {(Ha) ; Tanaman Bibit Dana Lahan
(Big) (Btg)
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L. Pembuatan KBR/2011 1. Karva Tani Ds. Sei. Bakaw/ 1,5 Sengon 50.000 59.100.000 0,35 Sengon 50,000 59.100.00 APL
Kumai
2.8ido Mukti Ds. Mulya Jadi/P. 1,5 Karet 50,000 59.100.0600 0,5 Karet 50.000 59.100.00 APL
Banteng
3.Tani Makmur Ds, KBA/ Arsel 0,5 Karet 50.000 59.100.0600 0,5 Karet 50,000 59.100.00 APL
4 Danau Seluluk Jaya Kel. 0,5 Sengon, 50.000 59.100.000 0,5 Sengon, 25.000, 59.100.00 APL
Mendawai/Arsel karet Karet 25.000
2. Pembuatan KBR/2012 1.Keminting Raya Ds. Rungun/Ktw. 1,5 Karet 25.000 50.000.000 1,5 Karet 25.000 50.0600.000 | APL
Lama
2. Tunas Harapan Ds. Sei. Kapitan/ 25 Jabon 25.000 50.000.000 2.5 Jabon 25.000 50.000.000 APL
Kumai
3 Miftahyl Ulum Ds. Batu 25 Jabon 25.000 50.000.000 25 Jabon 25.000 50.0¢0.600 APL
Belaman/Kumai
4 Sepakat Jaya Ds. Rangda/Arsel 1.5 Karet 25.000 50.000.000 15 Karet 25.000 50.000.000 : APL
5.8etia Kawan Ds.Tj. Terantang/ 25 Karet 25.000 50.000.000 25 Karet 25.000 50.000,000 | APL
Arsel
3 Pembuatan KBR/ 2013 1. Harapan Kita Ds. Lalang 0,5 Karet 25.000 50.000.000 0,5 Karet 25.000 50.000.000 APL
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2 Suka Maju Ds. Tempayung 0,5 Karet, 17.000 | 50.000.000 | 0,5 Karet, 17.000 50.0600.600 | APL
Gaharu 8.000 Gaharu 8.000
3. Marjan Lestari Ds. Teluk Pulai 0,5 Jabon 25.000 | 50.000.000 @ 0,5 Jabon 25.000 50.000.000 | APL
4, Duta Lestari Ds. Bedaun 0,5 Karet 25.000 | 30.000.000 | 0,5 Karet 25.0006 50.000.000 | APL
5.Karya Kubu Lestan Ds. Kubu 0,5 Jabon 25.000 | 50.000.000 | 05 Jabon 25,000 50.000.000 | APL
6.8¢i. Rinjing Kel, Kumai Hulu 0,5 Jabon 25,000 | 50000000 | 0,5 Jabon 25.000 30.000.000 | APL
7 Karya Bersama 2 Kel. Rj.Seberang 05 Jabon 25.000 50.000.000 | 0,5 Jabon 25.000 50.000.000 | APL
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UNIVERSITAS TERBUKA
Tabel 4.3. Data Kegiatan Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2011 s/d 2013 di Kabupaten Kotawaringin Barat
Target Realisasi Stat K
No. Kegiatan/Thn Kelompok Pengelola Desa/Kec Luas (Ha) Jenis Jumiah Luas Jenis Jumlah L:::::: et
UASTHR) 1 Tanaman | Bibit (Btg) (Ha) Tanaman | Bibit (Btg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. | Penanaman KBR/2012 1. Karya Tani Ds. Sei. Bakaw/ 125 Sengon 50.000 41,5 Sengon 22.300 APL
Kumai
2.Sido Mukti Ds. Mulya Jadi/P. 37 Karet 50.000 74 Karet 38219 APL
Banteng
3.Tani Makmur Ds. KBA/ Arsel 18 Karet 50.000 813 Karet 37.046 APL
4.Danau Secluluk Jaya Kel. Mendawai/Arsel 125 Sengon, 25.000 93 Sengon, karet 33.786 APL
karet 25.000
2. | Penanaman KBR/2013 1. Keminting Raya Ds. Rungun/Ktw. 50 Karet 25.000 575 Karet 20.678 APL
Lama
2.Tunas Harapan Ds. Sei. Kapitan/ Kum 444 Jabon 25.000 46 Jabon 23.820 APL
Ai
3 Mifizhul Ulum Ds. Batu 30,2 Jabon 25.000 334 Jabon 22.351 APL
Belaman/Kumai
4.Sepakat Jaya Ds. Rangda/Arsel 40 Karet 25.000 28 Karet 20.867 APL
5.Setia Kawan Ds.Tj.Terantang/ 413 Karet 25.000 34,5 Karet 23.592 APL
Arsel
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Berikut hasil wawancara dengan Bpk. Syahyani, SP. MP selaku PPK

Kegiatan KBR 2014 :

“Tujuan utamanya adalah kegiatan RHL dalam bentuk yang
berbeda dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif untuk
menyediakan bibit tanaman sendiri kemudian menanamnya di
lokasi tanah milik meraka, memang adanya peningkatan
permohonan dari dari kelompok masyarakat untuk ikut dalam
kegiatan KBR merupakan hal yang positif, artinya kesadaran
masyarakat untuk menanam tanaman kehutanan meningkat juga,
ini karena penyampaian informasi yang cukup dari pihak kita
berkaitan dengan kegiatan KBR. Biasanya saat kita dilapangan
untuk mencari data ataupun pas perjalanan dinas lainnya,
kawan-kawan (Pegawai Dinas Kehutanan) menyampaikan atau
sosialisasi kegiatan RHL baik itu kegiatan KBR, HR. Apabila
masyarakat serius biasanya mereka akan berkoordinasi langsung
ke kantor (Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat)
untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Selain itu
karena ada sebagian orang yang melihat keberhasilan dari
kelompok yang telah mengikuti kegiatan KBR menjadi tertarik ”.
( Wawancara 24 April 2014).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Nikolas Nugrohe S, S.Hut, MT
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan Palangka Raya
selaku Kuasa Pengguna Angparan (KPA) Kegiatan KBR yang
mengatakakan bahwa :

“Ruang lingkup Permenhut Nomor : P.12/Menhut-11/2014 adalah
kegiatan RHL yang berbasis pada peranan masyarakat . Karena
kondisi lahan yang berbeda, juga karakter masyarakal yang
berbeda, sedangkan menanam, memelihara bagi  mereka
merupakan suatu kebutuhan maka kebijakan KBR bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan bibit tanaman bagi masuarakat.Peraturan
Menteri yang mengalami beberapa kali perubahan merupakan
perbaikan,penyempurnaan dari kendala-kendala yang dihadapi
saat pelaksanaan kegiatan KBR di lapangan yang diakomodir dari
pendapat-pendapai pelaksana kegiatan pada saat rapat koordinasi
RHL. Perubahannya juga tidak terlalu mendasar, hanya
penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang lebih
mempermudah dan membuka kesempatan yang scluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR".

(Wawancara 14 Aprii 2014).
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2. Komunikasi yang baik dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit
Rakyat)

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh
akan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, karena komunikasi
merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat
kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy
implementator).

Berikut gambaran komunikasi dengan adanya kebijakan tentang
Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti
yang dikatakan oleh Bapak. Molta Dena, SE. MA Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat;

“ Ya dengan adanya kegiatan KBR (Kebun Bibit Rakyat) maka
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengeluarkan
Permenhut yang merupakan pedoman penyelenggaraan KBR
tersebut, peraturan diberikan melalui sosialisasi bisa kepada
pengelola kegiatan KBR, Petugas Lapangannya maupun kelompok
Tani Pengelola KBR *

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Beliau juga menambahkan :

“ Koordinasi kita di bidang kehutanan selama ini sudah baik
dengan pihak terkait, baik melalui tim perpadu, rapat-rapat,
pembekalan maupun konsultasi. Pada kegiatan KBR ini saya
melihat koordinasi antar dinas, BPDAS juga berjalan baik,
mercka memberikan arahan maupun pembekalan kepada
pengelola kegiatan yang ada di dinas baik itu PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen), Bendahara Pembantu dan Petugas
Lapangan. Dan koordinasi tidak hanya dari satu arah saja, dinas
pun sering berkoordinasi dengan pihak BPAS berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan KBR tersebut *

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Samsuri ketua Kelompok Tani

Miftahu! Ulum :

“ Kami mengetahui....tentang Kegiatan KBR, mengetahuinya saat
pelatihan kelompok pengelola KBR *
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
komunikasi antara unsur yang terlibat dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat
(KBR) yang merupakan implementasi dari Kebijakan Peraturan Menten
Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-II/ 2013 sudah baik. Hal ini bisa
terlibat dari pengetahuan akan pelaksanaan kebijakan tentang isi dan
konsep dalam kebijakan tersebut baik oleh pihak Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Kahayan selaku UPT Kementerian Kehutanan yang
ada di daerah maupun oleh Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat sebagai
pihak perbantuan hingga kelompok tani.

Berkaitan dengan pemahaman dari kebijakan Kebun Bibit Rakyat
terssebut berikut petikan wawancara dengan Bpk. Molta Dena, SE. MA
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat :

“ Positif.. karena pada dasarnya kita bekerja di bidang
pembangunan kehutanan merujuk kepada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang secara khusus telah
dibuat oleh Kementerian Kehutanan. Saya percaya Kementerian
Kehutanan membuat sebuah kebijakan, sebuah pedoman sudah
pasti melalui pengkajian-pengkajian, telaah yang panjang..dan
saya percaya Permemhut yang ada memang sudah sesuai untuk
pembangunan kehutanan dan  kepentingan masyarakat telah
terakomodir di dalamnya *
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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Tidak berbeda jauh dengan pernyataan Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut.
MT selaku Kepala BPDAS Kahayan Palangka Raya mengatakan :

“Kementerian Kehutanan selalu berusaha mencari solusi atas
semua permasalahan di bidang kehutanan, sudah banyak pola-
pola yang diterapkan untuk mendukug program RHI, menurut
saya kebijakan KBR ini menjadi tugas kami untuk
melaksanakannya sebaik mungkin dan itu tergantung juga kepada
masyarakat yang diharapkan untuk mandiri walaupun pada kultur
yang berbeda-beda*

(Wawancara Senin, 14 April 2014)

Mengenai pemahaman dari kebijakan Kebun Bibit Rakyat ini Bapak
Syahruni, S.Hut selaku Kepala Bidang RRLHK Dinas Kehutanan
Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan ;

[

Menurut hemat saya kebijakan ini disusun untuk memberikan
arahan kepada semua pihak yang berkaitan dengan Kebun Bibit
Rakyat yang merupakan salah satu program RHL dilahan kritis,
lahan kosong dan lahan tidak produktif dalam rangka pemulihan
lahan kritis. Kebijakan ini memberikan angin segar  bagi
masyarakat dalam pembangunan kehutanan dengan tujuan

ekonomi dan lingkungan*
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Dari hasit wawancara diatas dan pengamatan yang telah dilakukan dapat
ditarik kesimpulan bahwa masing-masing pihak yang merupakan
implementor dari kebijakn Kebun Bibit Rakyat telah mengerti dan
memahami kebijakan tersebut. Dan secara garis besar hampir sama yaitu
kebijakan Kebun Bibit Rakyat ini dibuat untuk mengajak masyarakat
agar aktif berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL)  dengan kegiatan yang berbasis pada masyarakat agar

mendapatkan nilai ekanomis juga nilai lingkungan.
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Dengan adanya keseragaman dalam memahami kebijakan tersebut maka
kejelasan komunikasi yang akan diterima pelaksana kebijakan
berikutnya yang terkait di dalamnya tidak akan membingungkan lagi.
3. Ketersedian sumberdaya yang efektif sebagai faktor pendorong
implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki
sumberdaya manusia yang berkompeten sebagai staf tekis maupun
administrasi yang ditempatkan di Bidang RRLHK, hal ini dilihat dan
keahlian teknis mereka juga dari masa kerja mereka yang sudah cukup

lama membidangi rehabilitasi hutan dan lahan.

Hal tersebut dapat dilhat dan petikan wawancara dengan Bapak Molta

Dena, SE. MA kepala Dinas Kehutanan :

“ Dari segi kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam
pelaksanaan KBR saya rasa sudah cukup mumpuni ya, baik itu
PPK bendahara pembantu maupun petugas di lapangan serta
kelompok taninya. Pengelolaan KBR di Dinas memang
didisposisikan pada bidang yang sesuai yaitu bidang RRLHK
(Reboisasi Rehabilitasi Lahan dan Hutan Kemasyarakatan) yaitu
bidang yang memang menangani RHL “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Hal senada juga diungkapkan Bapak Syahruni, S.Hut kepala Bidang
RRLHK

“ Untuk Pengelola Kegiatan KBR yang ada di dinas mereka
memang sudah bertugas lama di Bidang RRLHK dimana tufoksi
mereka memang kegiatan yang berkaitan dengan RHL, mulai dari
kegiatan DAK DR, Kegiatan Gerhan.juga ada sebagain yang
masih baru tapi  mereka bisa mengimbangi  senior-senior
mereka

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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Sedangkan Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut, MT selaku Kepala BPDAS
Kahayan juga mengungkapkan:

“ Di kita cukup ya secara kualitas walaupun mungkin secara
kuantitas masih kurang...berkaitan dengan jumlah kelompok
pelaksana kegiatan KBR yang jumlahnya setiap tahun meningkat
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Anita Delina, S.Hut pelaksana pada
Bidang RRLHK yang terlibat dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat
sebagai staf pengelola kegiatan yaitu :

“ Pengelola Kegiatan KBR dari segi kualitas dan kuantitas sangat

&

memadai. “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014}

Berkaitan dengan kewenangan agar menjadi jaminan suatu kebijakan akan
berjalan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Bapak Nikolas Nugroho,
S.Hut. MT selaku Kepala BPDAS Kahayan Palngka Raya juga
mengatakan :

“Mengenai wewenang dan tanggungjawab ada dalam bentuk
Surat Keputusan untuk Pengelola Kegiatan KBR ini*
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

Bapak Molta Dena, SE. MA selaku Kepala Dinas Kehutanan mengatakan
hal senada :

“ Dalam hal penugasan untuk mendukung kebijakan fersebut
BPDAS Kahayan mengelurakan Surat Keputusan untuk penugasan
baik itu PPK, Bendahara Pembantu, PL-KBR maupun SK
penunjukan Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan KBR
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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Kemudian beliau juga mengatakan :

*“ Sudah memadai dan layak...bantuan motor dinas untuk petugas
lapangan ada, peralatan perkantoran ada dianggaran. Ya saya
rasa memadai *
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa sumberdaya
(resources) baik itu sumberdaya manusia, fasilitas, pendanaan, informasi
dan kewenangan tidak merupakan kendala yang berarti di pihak Dinas
Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi untuk pihak Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kahayan dirasa untuk jumlah
pengelola yang bertugas mengelola kegiatan KBR masih kurang karena

banyaknya jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan KBR.

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) yang tepat sebagai faktor
pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Faktor ke 4 (empat) yang berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi, Hal yang dapat
mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik adalah
melakukan standar operating prosedurs (SOP) dan melakukan fermentasi.
Berikut hasil wawancara dengan Bapak Molta Dena, SE. MA ;

“ Dalam Permenhut P.12/Menhut-1l/'2013 tersebut sudah
tercantum SOP dari tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan KBR,
sudah jelas juga pembagian tugas dan wewenang hingga
administrasinya ya, dan sava nilai kita sudah melaksanakan
kebijakan KBR sesuai SOP yang

ada “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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Bapak Nikolas Nugroho, S.Hut. MT juga menyatakan hal yang senada :

“ Sudah tentu ada..... di Permenhut P.12/Menhut-1I'2013 tersebut
sudah tercantum tugas dan kewenangan masing-masing pihak *
(Wawancara Senin, 14 April 2014}

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Syahyani ,SP. MP bahwa :

[

Untuk pihak kita sebagai pengelola kegiatan kita sudah
menjalankan prosedur yang ada di KBR.. mulai dari tahapan
perencanaan, dimana ada kegiatan sosialisasi, kegiatan rantek
RPB (pembuatan rancangan teknis rencana penanaman bibit)
kemudian tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis,
koordinasi. Berikutnya tahapan pengawasan atau monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok,
tahapan akhir penanaman bibit dimana dalam pelaksanaan dari
Dinas tetap melakukan pendampingan terkait hak teknis dan

monitoring *
(Wawancara Kamis , 24 April 2014).

Dipihak kelompok pengelola /kelompok tani prosedur kegiatan KBR juga
dirasa jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Benikut pettkan wawancara
dengan Bapak Mulkan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan :

“Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan untuk pembuatan, bila
sudah jadi persemaian bibit maka ditanam dan dipelihara kami
rasa tahapannya jelas dan mudah dilaksanakan *

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Bapak Abdul Muis Ketua Kelompok Tani Karya Bersama 2 Kelurahan

Raja Seberang mengungkap hal senada :

“ Bisa kami ikuti... "

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)
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Tidak berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Surani Ketua
Kelompok Tani Tani Makmur desa Kumpai Batu Atas :

“Pertama kita mengajukan proposal le BPDAS Kahayan dan
Dinas Kehwtanan, kemudian kita membuat perencanaan (RUKK),
disetujui sebagai kelompok pengelola KBR, dan mulai
melaksanakan  kegiatan pembuatan persemaian  kemudian
penanaman

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
Bapak Samsuri Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum Desa Batu Belaman
juga menyatakan hal yang hampir sama :

Kegiatan ini disupport instansi terkait, untuk tahap pertama
pembuatan persemaian, lalu penanaman dan pemeliharaan *
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari Bapak Arbain berkaiatn dengan
prosedur kebijakan Kebun Bibit Rakyat ini memberikan pendapatnya :

“ Mudah...”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

Begitu pula dengan Bapak Amir Husin sebagai Ketua Kelompok Tani

Danau Selufuk Jaya Kelurahan Mendawai berpendapat :

“ Lancar-lancar saja Bu....kami bisa melalaksanakan KBR tepat
waktu
(Wawancara Minggu 13 April 2014)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Johannes selaku Sekretaris
Kelompok Tani Sido Mukti Desa Mulya Jadi Kecamatan Pangkalan

Banteng :

“ Mudah dipahami, dapat dilaksanakan tepat waktu*
(Wawancara Minggu 13 April 2014
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan yang dilakukan
diketahui bahwa prosedur implementasi kebijakan KBR dirasa jelas dan
mudah dilaksanakan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga
kegiatan penanaman tidak menemui kendala yang berarti.

5. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KBR
(Kebun Bibit Rakyat)

a. Disposisi tidak sepenuhnya baik pada setiap implementor
sebagai faktor aktor penghambat implementasi kebijakan KBR
(Kebun Bibit Rakyat)

Disposisi atau sikap dari pelakasana kebijakan adalah faktor penting
ketiga dalam pendekatan pengenai pelaksanan atau kebijakan publik.
Kecendrungan perilaku atau karakteristik dan pelaksana kebijakan
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang
sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Dari hasil wawancara kecendrungan perilaku atau karakteristik dan
implementor berbeda-beda, implemntor pada pihak Pemerintah dan
sebagian besar kelompok tani sangat berkomitmen dan mendukung
akan keberhasilan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Molta Dena, SE. MA

“ Kita bekerja sesuai aturan dalam hal ini peraturan yang
dibuat oleh Kementerian Kehutanan, sudah tentu kami
mendukung kebijakan KBR ini karena kebijakan ini sejalan
dengan program RHL seperti yang saya katakan di
sebelumnya dan kita berkomitmen untuk melaksanakan

kebijakan KBR ini dengan sebaik-baiknya *
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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Tidak berbeda jauh dengan yang dikatan oleh Bapak Syahyani, SP. MP
selaku PPK Kegiatan KBR :

“ Pastinya sebagai Pengelola Kegiatan KBR kami berkomitmen
kuat akan keberhasilan kegiatan KBR ini dimana kebijakan yang
telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan harus dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut juga akan menjadi
prestasi bagi kami selaku pengelola kegiatan *

(Wawancara Kamis, 24 Aprii 2014)

Berkaitan dengan disposisi atau sikap ini Bapak M. Subali petugas

lapangan KBR (PL-KBR) memberikan pendapat yang sama :

Kami sangat berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR
(Kebun Bibit Rakyat( ini karena dalam kegiatan tanam menanam
yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bibit tanaman yang
berkualitas dan sesuai fenisnya dengan keinginan mereka **
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Anita Delina, S.Hut setaku Staf
Pengelola Kegiatan KBR

“

Sebagai rimbawan pastinva kita berkomitmen terhadap
kebijakan yang telah dibuat oleh Departemen Kahutanan selama
kebijkan tersebut tidak memberatkan kita

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

Kemudian dari kelompok pengelola (kelompok tani) dari hasil wawancara
hampir semuanya berkomitmen melaksanakan kebijakan KBR ini dengan
sebaik mungkin, seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Mulkan Ketua
Kelompok Tani Tunas Harapan :

“ Sudah tentu bu, selain banyaknya lahan kosong, lahan kritis di
desa kita juga prosedur KBR yang mudah dan memberikan
peluang kepada kelompok untuk membuat persemaian sendiri dan
melakukan penanaman bibit-bibit tersebut. Kami berkomitmen
kegiatan KBR sudah selesai kita lanjutkan secara swadaya “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
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Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum
Desa Batu Belaman Bapa. Samsuri :

“ Karena kita mengikuti KBR untuk penghijauan/pemanfaatan
lahan maka kita pastinya memiliki komitmen yang kuat untuk
melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin, juga dengan adanya
bantuan dana dan hasil dari kegiatan KBR lebih mendorong kita
lagi untuk mensukseskan kegiatan ini *

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

Akan tetapi Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari Desa Kubu
Kecamatan Kumai Bapak Arbain juga menyatakan :

“ Ya.karena waktu kegiatan PEDA KTNA 2013 kita melihat
daerah yang lebih baik jadi kami tertarik untuk seperti mereka...
tapi pas mulai penanaman lokasi banyak berubah dari awal yang
rantek dulu dan ada yang lambat mengambil bibit untuk ditanam*
(Wawancara Minggu , 06 April 2014).

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Surani Ketua Kelompok Tani Tani
Makmur Desa Kumpai Batu Atas juga menyatakan hal sama :

“ Pasti saya mempunyai komitmen untuk mensukseskan kegiatan
KBR ini karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai kelompok
tani dan sebagai pelaksana kegiatan tetapi bu..ada sebagian
anggota kelompok pada saat penanaman malas, penanaman jadi
mundur akhirnya kami kerjakan sendiri “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014).

Hal senada diungkap pula oleh Bapak Johannes Sekretaris Kelompok Tam
Sido Mukti:

“ Kami mengikuti kegiatan ini dan ingin melaksanakannya sebaik
mungkin, tapi kemarin bertepatann juga dengan adanya bantuan
bibit karet dari Dinas Perkebunan dan bibit mereka okulasi, jadi
sebagian anggota masih ada yang belum menanam bibit bu..itu
kendalanya*“

(Wawancara Minggu , 03 April 2014).
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b. Sumberdaya berupa anggaran (Budgetary)

Dari hasil wawancara dengan kelompok tani bahwa dalam
pelaksanaan kebijakan KBR hambatan yang ditemui diantaranya
terbatasnya dana bantuan untuk kegiatan tersebut. Dari data yang
didapat bahwa untuk pembuatan persemaian bantuan yang didapatkan
sebesar Rp 50. 000.000,- { Lima Puluh Juta Rupiah) untuk jumlah
bibit yang dihasilkan sebanyak 25.000 batang dengan jenis bibit yang
sudah dipilih kelompok. Biaya penanaman insentif yang diberikan
perbatangnya Rp. 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
Sedangkan untuk biaya pembersihan lahan di lokasi penanaman masih
dengan biaya sendiri. Hal inilah yang dianggap sebagian kelompok
tani sebagai faktor penghambat hingga biasanya pekerjaan penanaman
mundur dari jadwal yang sudah ditentukan. Berikut hasil wawancara
dengan Bapak. Gt. Abdul Bar sekretaris Kelompok Tani Keminting
Raya :

o

Yang mendorong kegiatan KBR sesuai dengan usulan
kelompok tani, yang menanam juga kelompok masyaraka,
saat  penanaman  bisa  diatur  oleh  kelompok
sendiri...hambatan Cuma biaya pembukaan lahan yang
cukup tinngi untuk penanaman jadi kami perlu bantuan
obat-obaran dan pupuk”

{Wawancara Selasa, 30 April 2014)
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iF

Memang ada beberapa hambatan yang kita temui di
lapangan yang lebih bersifat teknis antara lain pertama .
tidak adanya sumber benih yang cukup dan menyebar di
setiap daerah, kedua : pada saat kegiatan penanaman tidak
adanya bantuan untuk persiapan penanaman (pembersihan
lahan), ketiga :@ tidak ada kegiatan lanjutan seperti
pemeliharaan tanaman tahun I dan tahun I *

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

c. Aspek lain yang berpengaruh (temuan di lapangan)

Aspek lain yang berpengaruh ( temuan di lapangan) yaitu aspek
lingkungan ternyata juga menjadi permasalahan dalam
pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Adanya bibit tanaman
yang telah ditanam mengalami kebakaran karena adanya musim
kemarau, serta berubahnya lokasi penanaman dari rencana yang
telah dibuat. Juga adanya ketidaksinkronan waktu penanaman dan
penganggaran sangat berpengaruh terhadap waktu pencapaian
target yang telah ditetapkan, dan kualitas output yang dihasilkan
serta outcome yang diharapkan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Samsuri Ketua Kelompok
Tani Miftahul Ulum Desa Batu Belaman :

“ Ada beberapa faktor penghambat dalam kegiatan KBR
lebih bersifat teknis diantaranya tidak seragamnya saat
penanaman, Jjuga terjadi kebakaran setelah
penanaman....padahal jabonnya sudah besar Bu “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

Hal serupa juga tegadi pada Kelompok Tani Karya Tami Desa
Sungai Bakau, berikut petikan wawancara dengan Bapak Siswanto

selaku ketua kelompok :
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C. Pembahasan

1. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan Kebun
Bibit Rakyat (KBR)
Dalam perjalanannya kebijakan kegiatan KBR yang ditetapkan oleh
Menten1 Kehutanan RI yang bertujuan agar terlaksananya pembangunan
Kebun Bibit Rakyat dan penanamannya secara efektif dan efisien telah
mengalami beberapa kali perubahan yaitu :
1. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 24/Menhut-112010

tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;

2. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 46/Menhut-11/2010

tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;

3. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor ; 23/Menhut-1[/2011
tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
4, Peraturan Menteri Kehutanan Ril Nomor ; 17/Menhut-I11/2012

tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;

5. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 12/Menhut-11/2013
tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat tanggal 8 Pebruan
2013.

Dikatakan oleh Agustino L (2012} bahwa hal terpenting dalam
proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan.
Karena (perumusan) permasalahan publik merupakan fundamen dasar
dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi, tepat,

dan sesuai dengan tujuan dan kebijakan publik tersebut.
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Perubahan-perubahan yang ada dalam kebijakan kegiatan KBR tersebut
merupakan bentuk perbaikan (penyempurnaan) dari hasil evaluasi
kegiatan berupa hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan maupun
perbaikan administasi.

Hasil temuan in1 sejalan dengan teoni yang dikemukakan oleh
Lester dan Stewart dalam Agustino L (2012) yang menyatakan bahwa
evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu
kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah
dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang
diinginkan. Dimana dalam evaluasi membahas persoalan perencanaan,
isi, implementasi dan efek kebijakan atau pengaruh dari kebijakan
tersebut.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat fase-fase yang
harus dilakukan secara hati-hati dalam merumuskan masalah, sehingga
hasil akhir dari kebijakan yang ditetapkan minimal dapat menyelesaikan
persoalan yang dihadapi. Fase-fase tersebut terdini atas : problem search
(pencarian masalah), problem definition (pendefinisian masalah),
problem spesification ( menyepesifikasi masalah), dan problem sensing
{pengenalan masalah) (Dunn, 2003).

Berdasarkan temuan yang didapat bahwa minat masyarakat besar
untuk mengikuti kegiatan KBR untuk pemanfaatan lahan kosong
disebabkan karena kebijakan KBR yang dirasa jelas serta mudah dan
bermanfaat untuk di implementasikan bagi kelompok tani, selain itu isi

kebijakan KBR yang mengedepankan partisipasi masyarakat untuk
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terlibat sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penanaman menjadi
daya tarik tersendiri bagi kelompok dimana asprirasi mereka dapat
terakomodir dalam kegiatan tersebut.

Hal sesuai seperti yang dikatakan oleh Agustino L (2012) bahwa
. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan dimana masyarakat
digerakan oleh rational choices (pilihan-pilihan yang rasional) dimana
masyarakat mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai
sesuatu yang logis, rasional serta memang dirasa perlu. Selain itu juga
adanya kepentingan publik dimana masyarakat mempunyai keyakinan
bahwa kebijakn publik dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh
pejabat publik yang berwenang serta melalui porsedur yang sah dan
tersedia. Apalagt ketika kebjakan publik tersebut itu memang

berhubungan erat dengan hajat hidup mereka.

2. Komunikasi yang baik dalam kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
sebagai faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun
Bibit Rakyat)

Komunikasi berjalan baik pada implementasi kebijakan Kebun
Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil
temuan (wawancara, observasi dan data-data). Seperti yang dikatakan
oleh George C Edward III bahwa komunikasi adalah faktor pertama dan
sangat menentukan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.
Implementasi yang yang efektif akan terjadi apabila para pembuat
keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan

atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik,
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apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan
kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan  (atau
dikomunikasikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu
kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.

Implementasi kebijakan KBR di Kabupaten Kotawaringin Barat
dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa masing-masing
pihak sudah memahami kebijakan KBR tersebut berdasarkan porsi
masing-masing baik itu pihak Dinas Kehutanan, Pihak BPDAS Kahayan,
Pengelola Kegiatan, Petugas Lapangan dan Kelompok Tani itu sendiri,
sehingga konsistensi pelaksanaan kebijakan bisa dicapai.

Ada tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur
keberhasilan faktor komunikasi (berdasarkan George C Edward III)
yaitu :

Transmisi : dimana penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan
(street-level-bureuvacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigu /mendua).

Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu
komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan
dijalankan). Bila perintah yang dibertkan sering berubah-ubah, maka
dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Akan tetapi ada sebagian kecil dari wawancara dengan kelompok

tani yang mengatakan tidak begitu memahami akan kebijakan KBR,
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mereka lebih fokus ke masalah teknis di lapangan dan seandainyanya
menghadapi kendala pun langsung di koordinasikan dengan pihak terkait,
Peneliti berasumsi bahwa kekurangpahaman mereka karena tingkat
pendidikan formal mereka yang dirasa rendah, pendidikan dapat mebuat
sesorang berpikir secara logis, sistematis dan bijaksana. Seseorang yang
memiliki pendidikan formal lebih tinggi diharapkan akan lebih mampu
menganalisis manfaat dari yang akan diperolehnya dari kegiatan yang
dilakukan. Tingginya pendidikan formal juga diharapkan akan memiliki
wawasan yang luas dan akan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi

pula

3. Ketersedian sumberdaya yang efektif sebagai faktor pendorong
implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit Rakyat)

Dari hasil temuan diketahui bahwa implementasi kebijakan KBR
di Kabupaten Kotawaringin Barat dinilai efektif yang artinya sumberdaya
berupa staf, informasi, pendelegasian wewenang serta fasilitas dirasa
memadai.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki
personil cukup secara jumlah dan kompeten dibidangnya yang bertugas
sebagai  pengelola kegiatan KBR, juga sebagai petugas lapangan.
Dikatakan oleh George C Edward IIT bahwa penambahan jumlah staf dan
implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan juga kecukupan staf
dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan
kompertabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atan melaksanakan

tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
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Hasil temuan ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh Solichin Abdul Wahab (2006) bahwa karakteristik individual dan
organisasional (kolektif) yang esensial dari proses implementai adalah
adanya kinerja yang tepat waktu, dibarengi dengan kompetensi yang
tinggi dan sejumlah satuan tugas yang diperlukan untuk mendukung
terlaksananya fujuan peraturan perundangan atau ketentuan hukum
tersebut.

Informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan
Kebun Bibit Rakyat serta peraturan pelaksanaannya sudah tersedia
dengan baik. Hanya pada beberapa implementor yang masih kurang
memahami pengetahuan trentang bagaimana implemntasi ini dijalankan.

Pembagian kewenangan yang diterima dalam implementasi
Kebun Bibit Rakyat tidak terkendala dikarenakan sumberdaya manusia
yang memadai selain itu tugas dan fungsi mereka jelas dalam mengambil
peranan masing-masing. Untuk tugas pendampingan dan pembinaan ada
pada petugas lapangan, mereka akan bertanggunjawab apabila kegiatan
fisik tidak berjalan lancar. Berkaitan dengan administrasi menjadi tugas
dan tanggungjawab dari pengelola kegiatan Kebun Bibit Rakyat. Tugas
dan kewenangan dari implementor ini dibuat dalam bentuk Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah
Aliaran Sungai (BPDAS) Kahayan Palangka Raya yang menjadi dasar
dalam mereka dalam bekerja, seperti yang dikatakan oleh George C
Edward III bahwa kewenangan harus bersifat formal agar penintah dapat

dilaksanakan.
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Fasilitas terkait sarana dan prasarana dalam implementasi
kebijakan Kebun Bibit Rakyat ada dan cukup baik berupa peralatan kerja,
bahan adminitrasi, mobilitas darat untuk menunjang kegiatan di iapangan
sudah terpenuhi. Tanpa fasilitas yang mendukung (sarana dan prasarana)

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) yang tepat sebagai
faktor pendorong implementasi kebijakan KBR (Kebun Bibit
Rakyat)

Dari hasil pengamatan, wawancara dan pengumpulan data
yang dilakukan di lapangan pada implementasi kebijakan Kebun Bibit
Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat maka faktor struktur birokrasi
sudah tepat.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,
para pelaksana kebijakan mengetahui dengan baik apa yang menjadi
tugas mereka, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mensukseskan
suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dpat
terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur
birokrasi. Hai ini dikarenakan kebijakan yang begitu kompleks yang
menuntut adanya kerjasama orwng banyak, ketika strukfur organisasi
tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan
menghambat jalannya kebijakan. Oleh sebab itu birokrasi sebagai
pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah
diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan

baik.

94

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUFEA2027.pdf

Seperti yang dikatakan George C Edward III bahwa yang dapat
mendongkrak kinenja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik
adalah :

Standar Operating Procedurs (SOPs) : merupakan kegiatan rutin yang
memungkinkan para pegawai (atau pelaksana
kebijakan/administratur/birokrat)  untuk  melaksanakan  kegiatan-
kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan
(atau standr minimum yang dibutuhkan warga)

Fragmentasi : adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-
kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dan hasil penelitian kepatuhan terhadap standard operating
procedurs (SOP) selain karena motivasi yang kuat dari kelompok tani
dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) juga karena
SOP Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini dirasa mudah
dipahami dan tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan.

Selain itu juga karena adanya dukungan dari pemenntah
terhadap kebijakan Kebun Bibit Rakyat(KBR) berkaitan bahwa
kebijakan Kebun Bibit Rakat sangat mendukung Program Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan visi Dinas Kehutanan Kabupaten
Kotawaringin Barat yaitu : “ Terciptanya Kelestanian Hutan untuk

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”.
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5. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KBR
(Kebun Bibit Rakyat)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu
kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena
pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau
kerasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja
setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai
permasalahan, atau mungkin permasalahan yang digarap diluar
jangkauvan kekuasaan, sechingga betapapun gigihnya usaha mereka,
hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.
Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi
Pengakuan terbuka dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, di rapat
paripurna kabinet Indonesia Bersatu II bahwa hanya 50 persen saja
kebijakannya yang telah dilaksanakan oleh para menteri-menterinya
kiranya merupakan contoh yang baik mengenai non-implementation
tersebut. (Solichin Andul Wahab, 2014),

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dalam implementasi
kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat
juga menemui hai-hal yang menjadi kendala‘hambatan dalam

keberhasilan pelaksanaa kebijakan.

96

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBURK 2027 pdf

a. Disposisi tidak sepenubnya baik pada setiap implementor
sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan KBR
{Kebun Bibit Rakyat)

Dalam implementasi kebijakan faktor disposisi /sikap
adalah faktor yang penting. Hasil temuan menyatakan bahwa
disposisi dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat di
Kabupaten Kotawaringin Barat pada sebagian implementor baik
tetapi pada sebagain implementor lainnya kurang. Hal ini
berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan
implementor kebijakan tersebut bahwa mereka yang pada pihak
Pemerintahan dan sebagian kelompok pengelola mempunyai
sikap yang mendukung penuh atas kebijakan Kebun Bibit Rakyat,
mereka berkomitmen kuat untuk ikut mensukseskan kegiatan
Kebun Bibit Rakyat tersebut. Tetapi disisi lain ditemukan juga
implementor yang kurang berkomitmen kuat untuk melaksanakan
kebijakan sebaik-baiknya.

Disposisi/sikap dengan komitmen yang kuat terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan ini baik di tingkat
Kementerian Kehutanan dalam hal ini kantor BPDAS Kahayan
Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kehutanan di daerah, juga pada tingkat Dinas Kehutanan
Kabupaten sebagai perbantuan hingga sampai pada tingkatan
kelompok tani sebagai pelaksana di lapangan. Dari data yang

dikumpulkan berupa Surat Keputusan-Surat Keputusan yang
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diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(BPDAS) Kahayan Palangka Raya didapatkan bahwa dengan
dilegitimasikannya implementor oleh pejabat yang berwenang
maka memberikan mereka tugas dan kewajiban sebagai pelaksana
kebijakan beserta hak mereka untuk mendapatkan insentif atas
tugas yang mereka emban.

Hasil temuan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh
George C. Edward 1II bahwa ada hal-hal yang penting yang perlu
dicermati dalam pada faktor disposisi yaitu :

Pengangkatan birokrat : dimana disposisi atau sikap para
pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyatan
terhadap imlementasi kebijakan bila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijakan-kebijakn yang diinginkan oelh pejabat-
pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan
personil petaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki
dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi
pada kepentingan warga.

Insentif : Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang
disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana
dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya
orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka
memanipulasi insentif oleh oleh para pembuat kebijakan
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi
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faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai
upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Hasil temuan penelitian juga sesuai dengan pendapat yang
dikemukan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino
(2012) bahwa Sikap/kecendrungan (disposisi) para pelaksana
berpengaruh terhadap kierja kebijakan publik. Sikap penerimaan
atau penolakan dant pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi
keberhasilan atau tidaknya kinerja implentasi kebijakan publik.
Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang
dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang
mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah
kebijakan yang “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para
pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak
mampu menyentih) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan
yang warga ingin selesaikan.

Abdul Wahab, S (2014) juga mengatakan bahwa : Sebagai
pangkal tolak berpikir kita, hendaknya selalu diingat bahwa
implementasi sebagian besar kebijakan publik atau program-
program pemerintah pastinya akan melibatkan sejumlah pembuat
kebijakan, yang masing-masing berusaha keras untuk memenuhi
perilaku birokrat garda depan/pejabat lapangan (street [level

bureucrats) dalam rangka memberikan pelayanan ataun jasa
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tertentu kepada masyarakat, atau mengatur perilaku dari satu atau
lebih kelompok sasaran. Dengan kata lain, dalam implementasi
program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi
pemerintah, sebenamya dapat dilihat dari tiga sudut pandang
pembuat kebijakan yakni :Pemprakarsa kebijakan/pembuat
kebijakan (the centre atau pusat) Pejabat-pejabat pelaksana
lapangan (the periphery), dan aktor-aktor perorangan di luar
badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan,
yakni kelompok sasaran (target proup). Sikap/kecendrungan
(disposisi) pada implementor yang belum sepenuhnya mendukung
penuh kebijakan sangat dimungkinkan oleh sumberdaya manusia
yang tidak kompoten dan kapabel dalam pelaksanan kebijakan,
sehingga menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi
kebijakan ( Donald van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino
L, 2012).

Hal ini juga seperti yang dikemukan oleh Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino L (2012), bahwa
semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin
beragam pelayan yang dibrikan, sehingga semakin sulit untuk
membuat peraturan yang tegas dan jelas. Denga demikian semakin
besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat
pada pelaksana ( administratur atau birokrat ) di lapangan.
Berikutnya George C. Edward III mengemukakan disposisi dau

sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang
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nyata terhadap implementasi kebijakan bila personilnya tidak
melaksanakan kebijakan-kebijakn yang diinginkan oleh pejabat-
pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil
pelaksana kebijakan haruslah orang-orangyang memiliki dedikasi
pada kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Sumberdaya berupa anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR)
di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil wawancara
ditemukan hal yang menjadi penghambat dalam implementast
kebijakn tersebut yaitu sumberdaya berupa anggara (budgetary).
Dari hasil wawancara sebagain kelompok tani meninginkan adanya
bantuan biaya pemeliharaan dan biaya pembersihan lahan pada saat
penanaman, karena biaya pembersihan lahan dan Dbiaya
pemeliharaan (pembelian obat-obatan dan pupuk) tersebut
dianggap cukup mahal.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Van Matter dan Van Horn
dalam Leo Agustino (2012) bahwa diluar sumberdaya manusia,
sumberdaya-sumberdaya lainnya perludipertihungkan juga, ialah :
sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena mau tidak
mau, ketika sumberdaya manusia kompeten dan kapabel telah
tersedia sedangkan kucuran dana melalwi anggaran tidak tersedia,
maka memang terjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa

yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.
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¢. Aspek lain yang berpengaruh (Temuan di lapangan)

Aspek lain yang mempengarvhi implementasi kebijakan
Kebun Bibit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah
aspek lingkungan vyang ternyata cukup menghambat dalam
pelaksanaan kegiatan KBR, diantaranya terjadinya kebakaran
tanaman setelah dilakukakan penanaman dan adanya
ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat Van Metter dan Van Horn
dalam Leo Agustino (2012) mengatakan bahwa : Demikian pula
halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat
bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur
dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat
menjadi  penyebab  ketidakberhasilan implementasi suatu
kebijakan,

Aspek lain yang berpengaruh dilapangan lebih lebih
banyak mengarah pada hal yang teknis yaitu aspek lingkungan
yaitu terjadinya kebakaran lahan setelah penanaman,
ketidaksinkronan waktu penanaman dam penganggaran dana
untuk pembayaran insentif kelompok pengelola. Sedangkan
adanya perubahan lokasi penanaman dari rencana yang telah
dibuat disebabkan karena keinginan dari kelompok atas
permintaan anggota mereka terkait lokasi yang belum siap
dilakukan penanaman dan adanya perubahan dar anggota

kelompok pengelola.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Kebun Bibit Rakyat di
Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan dengan cukup baik dan
sudah sesuai kebijakan yang diatur di dalam Peraturn Menteri Kehutan
RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tentang Penyelenggaraan Kebun Bibit
Rakyat tanggal 8 Februari 2013

2. Minat masyarakat besar untuk mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat
(KBR) berdasarkan data meningkatnya jumlah kelompok pengelola yang
mengikuti kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)

3. Keberhasilan implementasi kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di
Kabupaten Kotawaringin Barat didorong faktor komunikasi yang baik
karena semua implementor yang terlibat dalam kebijakan ini sudah
mengetahui apa yang akan merekan kerjakan., faktor sumberdaya yang
efektif karena perintah implementasi dapat ditransmisikan secara akurat,
jelas dan konsisten., dan faktor struktur birokrasi yang baik karena
struktur birokrasi yang kondusif pada kebijakan tersebut dan didukung
koordinasi yang baik antara pihak terkait.

4. Faktor kendala (faktor penghambat) yang ditemui pada implementasi

kebijakan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Kabupaten Kotawaringin Barat
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yaitu disposisi tidak sepenuhnya baik pada setiap implementor,
sumberdaya berupa anggaran (Budgetary), dan aspek lain yang
berpengaruh ( temuan di lapangan) yaitu aspek lingkungan yaitu adanya
kejadian kebakaran pada setelah penanaman ternyata juga menjadi
permasalahan dalam pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Juga
adanya ketidaksinkronan waktu penanaman dan penganggaran sangat
berpengaruh terhadap waktu pencapaian target yang telah ditetapkan dan

kualitas output yang dihasilkan serta outcome yang diharapkan.

B. Saran
Dari analisis yang dilakukan terhadap pelaksanakan kegiatan kegiatan

Kebun Bibit Rakyat (KBR) disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya pendampingan yang lebih intensif di tahapan perencanaan,
hingga tahap pelaksanaan karena akan sangat membantu kelompok
pengelola/kelompok tani agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat waktu,
tepat sasaran serta tetap memiliki komitmen awal yang kuat untuk
melaksanakan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan baik

2. Perlunya dipertimbangkan untuk segera mengajukan anggaran
pendamping untuk mendukung kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang
bersumber dari dana APBD Kabupaten.

3. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mendalam mengenai target bibit
yang dihasilkan dari Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan dampak dari
outcome terhadap masyarakat dan lingkungan. Berapa besar outcome
dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat (pro growth)

sekaligus terhadap penyerapan tenaga kerja ( pro job) dan mengurangi
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kemiskinan (pro poor) serta dalam rangka menurunkan emisi karbon (pro
environment) yang menjadi latar belakang adanya kegiatan Kebun Bibit

Rakyat (KBR).
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Lampiran 1 :

PEDOMAN WAWANCAR,

A. Identitas Narasumber

Nama : MOLTA DENA, SE. MA

Jenis Kelamin ; Laki-laki

Pendidikan : Pasca Sarjana

NI : 19610727

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

I. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri
Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-1I/ 2013 tanggal 8 Februan 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melalui
apa saja peraturan tersebut diberikan ?

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan
RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?

3. Selain Dinas Kehutanan, apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang
terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-11/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaiatan
dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013
int 7

5. Apakah dari segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dan
pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-11/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten

Kotawaringin Barat telah mencukupi ?
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6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan
Menteri Kehutanan RI Nomor ; P.12/Menhut-11/2014 tanggal 8 Februan
20137

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai mengenai
kebijakan  tersebut, yang menjadi tugas Saudara umtuk
mengimplementasikarntiya 7

8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang
jelas ? Jika ada apakah setiap pelaksanan kebijakan sudah memakai dan
melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?

9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun Bibit
Rakyat (KBR) tersebut ?

10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk
mengrpicrnentastkan kegratan terscbut 7 Jika ya jefasienr dengan apa
komitmen tersebut ditunjukan?

11. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan
tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika
sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?

12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah
ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?

13. Mot Saudera apakah kebrjakan fersebut sudabr sesuay durr topat
dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

14. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

15. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta
dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) ?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : NIKOLAS NUGROHO, S.Hut, MT

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Pasca Sarjana

NIP : 19690718 199803 1 002

Jabatan : Kepala Balai

Instansi : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri
Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-1I/ 2013 tanggal 8 Februan 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melalui
apa saja peraturan tersebut diberikan ?

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan

RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?

Sciam Pihak Baiwr Penpoiviaan Dacrah Ahren Songar  Kaberyarn

(BPDAS), apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam

pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-

11/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

4, Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaiatan
dengan Peraturan Menteni Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013

54.)

ini ?
5. Apakah dan segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dari
pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
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P.12/Menhut-11/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten
Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan
Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-1I/2014 tanggal 8 Februari
20137

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai mengenai
kebijakan tersebut, yang menjadi tugas Saudara umtuk
mengimplementasikannya ?

8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang
jetas T jtka ada apakatr scirep pelaksarmarr kebijakarr sudaty rrenmken garr
melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?

9. Apakah ada seksi khusus/bagtan yang menangani kebijakan Kebun Bibit
Rakyat (KBR) tersebut ?

10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat unfuk
mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa
komitmen tersebut ditunjukan.?

it. Apakal sudah acir aturem yanmg jolas mengomar wewemang  dan
tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika
sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?

12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah
ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?

13. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang

pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

. Dagaittare strategl agar mrasysrakat mraa deoer trarrpyu orduk ot serta

dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) ?

H‘
-
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : SYAHRUNI, S.Hut

Jenis Kelamin : Laki-taki

Pendidikan : Sarjana

NIP : 19730815 199903 1 012

Jabatan : Kepala Bidang RRLHK

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan R1
Nomor : P.12/menhut-Il/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana
kapan dan dari mana mengetahuninya ?

2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-1I/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
Bagarmam cararya 7

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal
pelaksanaan kebijakan tersebut ?

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan
fersebut  { Peraturan Mentenr Kohutemeer RI nomor © 2129 -
11/2013 tanggal 8 Februari 2013)?

2
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7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan
tersebut ?

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

10. Dagaimens denpair poiugas petaksana & Bidang Saudara, apakah dati
kualitas dan kuantitas sudah memadai ?
11. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan

tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : SYAHYANI, SP. MP

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Sarjana

NIP : 19741203 199903 1 004

Jabatan : Kepala Seksi Reboisasi

Instansi : Dinas Kehutanan Kabuﬁaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI

Nomor : P.12/menhut-1I2013 tanggal 8 Februan 2013 tentang

Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana

kapan dan dari mana mengetahuninya ?

Apakah Saudara permair mereTma Poraturam  Menterr K RE

Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

Bagaimana caranya ?

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal
pelaksanaan kebijakan tersebut ?

)

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang

peiaksatrazn kebijukear terscout sudah cukup menmadar 7
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6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan
tersebut ( Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-[1/2013
tanggal 8 Februari 2013) ?

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan
tersebut ?

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dan
kuairizs dun kuarrittas sudaty mermedar 7

11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan

tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. IKlentitas Narasumber

Nama : ANITA DELINA, S.Hut

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Sarjana

NIP : 19840727 200903 2 011

Jabatan : Pelaksanan Bidang RRLHK

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI

Nomor : P.12/menhut-1I/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang

Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana

kapan dan dari mana mengetahuninya ?

Apukatt Saudars pormabr merera Poraturar Momterr Kohrotarer R4

Nomor : P.12/Menhut-I1/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

Bagaimana caranya ?

3. Apakah Saudara memahami fujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal
pelaksanaan kebijakan tersebut ?

o

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang
poiaksarraz ketmjakar torscbut suduly cukap mrermaxer 7
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6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan
tersebut ( Peraturan Menteni Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-11/2013
tanggal 8 Februari 2013) ?

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan
tersebut 7

8 Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari
kuatiiay derr kuantrtay sudatr rrertradar T

11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan

tersebut ?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

Nama : M. SUBALI

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SKMA

NIP : 19620208 19903 1 003

Jabatan : Pelaksanan Bidang RRLHK

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-Il/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menten Kehutanan RI
Nomuor: P12/ -11/2615 tenpgat 8 February 2613 torscbut 7

3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan
adanya Peraturan Menteni Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2014
tanggal 8 Februari 2013 ?

4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menteri Kehutanan
RI Nomor : P.12/menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk
itk sarrakem 7

6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?
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7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013
tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat
untuk dilaksanakan ?

8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

kebijakan tersebut ?

w

121

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERB§KIR027.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

A, Identitas Narasumber

Nama : UMAGDA BOY PELITA. S.Hut

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Sarjana

NIP : 19800831 201101 1003

Jabatan : Pelaksanan Bidang RRLHK

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-1I/ 2013 tanggal 8 Februan 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Romor - P. 12/ vientut-1172613 temggay 8 Fobruars 2613 ferscbuot 7

3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan
adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2014
tanggal 8 Februan 2013 ?

4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menten Kehutanan
RI Nomor : P.12/menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk
dviakserakeey 7

6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?
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7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013
tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat
untuk dilaksanakan ?

8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

9. Adakah hambatan yang ditemuai di lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan iersebut 7
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PEDOMAN WAWANCARA

A.  Identitas Narasumber
Nama Kel. Tani
Jenis Kelamin
Pendidikan

Alamat

B. Bahan Wawancara

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan
dimana ?

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor © P 12/ vienmit-11/2615

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dan dinas
terkait tentang kebijakan tersebut ?

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

6. Apakatr kebiyakaer bk deor bermrerfaat bapry kelompok pongeivia
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?
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8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat
untuk dilaksanakan ?

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut

Saudara ?
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Lampiran 2.

TRANSKRIP WAWANCARA

A. MOLTA DENA, SE. MA

1. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri
Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-1I/ 2013 tanggal 8 Februari 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan melaiui
apa saja peraturan tersebut diberikan ?

" Yo dengur adanya kegioiam KBR (Kebum Biwi Rakyoi) muma
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan
Permenhut berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan KBR tersebut,
peraturan diberikan melalui sosialisasi bisa kepada pengelola kegiatan
KBR, Petugas Lapangannya maupun kelompok Tani Pengelola KBR *
{Weanvancara Raba, 22 April 201.4)

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan

RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februan 2013 ?

* Ruang lingkup Permenhut Nomor : P.12/Menhur-11/2014 ya program
rehabilitasi hutan dan lahan dengan mengadakan kegiatan KBR dimana
berupa kegiatan penyediaan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman
serba guna dengan mengedepankan pastisipasi masyarakat “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

3. Selain Dinas Kehutanan, apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang
terkait dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-I1/2014 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

** Ya pasti lah, kegiatan KBR ini merupakan Kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kementerian Kehutanan yang berasal dari dana pusat atau APBN
yang dilaksanakan di oleh UPT Departemen dalam hal ini oleh BPDAS
Kahayan Palangka Raya, kemudian Dinas Kehutanan sebagai
fasilitator di daerah atau Kabupaten *

(Wawunvura Ruba;, 25 April 2074)

4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaiatan
dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013

i ?
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* Koordinasi kita di bidang kehutanan selama ini sudah baik dengan
pihak terkait, baik melalui tim perpadu, rapat-rapat, pembekalan
maupun konsultasi. Pada kegiatan KBR ini sava melihat koordinasi
antar dinas, BPDAS juga berjalan baik, mereka memberikan arahan
maupun pembekalan kepada pengelola kegiatan yang ada di dinas baik
itu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara Pembantu dan
Petugas Lapangan. Dan koordinasi tidak hanya dari satu arah saja,
dinas pun sering berkoordinasi dengan pihak BPAS berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan KBR tersebut “

{(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

5. Apakah dan segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dani
pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
P.12/Menhut-1I/2014 tanggal 8 Februann 2013 di Kabupaten
Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

* Dari segi kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam
pelaksanaan KBR saya rasa sudah cukup mumpuni ya, baik itu PPK
bendahara pembantu maupun petugas di lapangan serta kelompok
taninya. Pengelolaan KBR di Dinas memang didisposisikan pada
Biduny yunyg sesaut yaita bidumg RRLAK (Rebvisusy Refudriituxs Latur
dan Hutan Kemasyarakatan) yaitu bidang yang memang menangani
RHL “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan
Menteri Kehutanan R1 Nomor : P.1Z/Menhut-11/Z014 tanggal 8 Februari
20137

* Positif...Kementerian Kehutanan membuat kegiatan yang mendukung
program RHL dengan pemberdayaan masyarakat batk di dalam maupun

FrA ey

disexitur fur. Selum fin kegigur KBR faga duput mrermumurs
Program Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT) yang dicanangkan oleh

Presiden RI
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenali mengenai
kebijakan tersebut, yang menjadi tugas Saudara umtuk
mengimplementasikannya ?

“ Positif.. karena pada dasarnya kita bekerja di bidang pembangunan

kehutanan merujuk Kepada ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang secara khusus telah dibuat oleh
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Kementerian Kehutanan. Saya percaya Kementerian  Kehutanan
membuat sebuah kebijakan, sebuah pedoman sudah pasti melalui
pengkajian-pengkajian.  telaah yang panjang.dan saya percava
Permemhut yang ada memang sudah sesuai untuk pembangunan
kehutanan dan  kepentingan masyarakat telah terakomodir di
dalamnya *

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang
jelas ? Jika ada apakah setiap pelaksanan kebijakan sudah memakai dan
melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?

“ Dalam Permenhut P.I12Menhut-1I/2013 tersebut sudah tercantum
SOP dari tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan KBR, sudah jelas juga
pembagian tugas dan wewenang hingga administrasinya ya, dan saya
nilai kita sudah melaksanakan kebijakan KBR sesuai SOP yang ada *

LY B2

(Wawancaru Rutra; 23 Aprit 2614
9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun Bibit
Rakyat (KBR) tersebut ?

“ Untuk disposisi tugas dan kewenangan saya kembalikan kepada
tufoksi yang ada pada Sekretaris dan pembidangan-pembidangan,
disposisi diarahkan sesuai tugasnya tetapi tidak menutup kemungkinan
atau tidak mutlak uwrusan bidang tertentu artinya tidak menutup
kemungkinan koordinasi lintas bidang. Untuk kegiatan KBR seksi
khusus memang tidak ada, tapi bidang yang tugasmya menangani
kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yaitu di Bidang RRLHK, untuk
pelaksanaan kegiatan KBR kita disposisikan ke Bidang RRLHK “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

10. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk
mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa
komitmen tersebut ditunjukan.

“ Kita bekerja sesuai aturan dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh
Kementerian Kehutanan, sudah tentu kami mendukung kebijakan KBR
ini karena kebijakan ini sejalan dengan program RHL seperti yang saya
katakan di sebelumnya dan kita berkomitmen untuk melaksanakan
iebrifukurr KB it dengun sebuik=-buiknya

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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11. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan
tanggungjawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ? Jika
sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuat aturan yang ada ?

* Untuk wewenang dan tangungiawab memang sudah ada di atur dalam
Permenhut tersebut, baik itu wewenang dan tanggungjawab dinas yang
di dutummyu ada PPK, Bemiubura Pemdantn, dar Pefugas: fapungarr
juga BPDAS Kahayan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
{(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah
ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?

“ Dalam hal penugasan untuk mendukung kebijakan tersebut BPDAS
Kahayan mengelurakan Surat Keputusan untuk penugasan baik itu
PPK.,  Bendahara Pembantu, PI-KRBR maupun SK penunjukan
Kelompok Tani sebagai pelaksana kegiatan KBR

{(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

13. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dan tepat
dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat ?
“ Saya rasa sudah sesuai dan tepat, karena masih besar keinginan
masyarakat disini yang memang berniat untuk memanfaatkan lahan
mereka dengan menanam tanaman kehutanan sesuai dengan jenis yang

mereka inginkan disamping tanaman perkebunan tentunya ™
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

14. Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
“ Sudah memadai dan layak...bantuan motor dinas untuk petugas
lapangan ada, peralatan perkantoran ada dianggaran. Ya saya rasa

memadai “
(Wawancara Rabu, 23 April 2(114)
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15. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta
dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan

dan Lahan (RHL) ?

“ Kedepannya wajib kita mengajak masyarakat wuntuk tertarik kepada
kegiatan RHY dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat
pengertian fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan, dimana masyarakat
akan sangat diuntungkan dengan melakukan penanaman “

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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B. NIKOLAS NUGROHO S, S.Hut. MT

1. Apakah Pemerintah sudah memberikan informasi Peraturan Menteri
Kehutanan RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Dan metalui
apa saja peraturan tersebut diberikan ?

“ Ya..Peraturan Menteri Kehutanan yang mengalami beberapa kali
perubahan merupakan perbaikan, penyempurnaan dari kendala-kendala
yumyg difudupt suut meluksarukar kegiatur KBRE di lupamgan yuny
diakomodir dari pendapat-pendapat pelaksana kegiatan pada rapat
kkordinasi RHIL. Perubahan juga tidak terlalu mendasar, hanya
penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang lebih
mempermudah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengikuti begictan XBR ¢

(Wawancara Senin, 14 April 2014)

2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan
RI Nomor : P.12/ Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 ?

“ Ruang lingkup Permenhut Nomor :@: P.12/Menhwut-iI/2014 adalah
kegiatan RHI. yang berbasis pada peranan masyarakat . Karena
kondisi lahan yang berbeda, juga karakter masyarakat yang berbeda,
sedangkan menanam, memelihara bagi  mereka merupakan suatu
kebuinhur muka kebijukonr KBR- beriupnarr aniuk: merrerain ketmufmr
bibit tanaman bagi masuarakat. Peraturan Menteri yang mengalami
beberapa kali perubahan merupakan perbaikan,penyempurnaan dari
kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan KBR di
lapangan yang diakomodir dari pendapat-pendapat pelaksana kegiatan
pada saat rapat koordinasi RHIL.  Perubahannya juga tidak terlaly
mendasar, hanya penyempurnaan dari Permenhut yang terdahulu yang
lebih mempermudah dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya
kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan KBR"” *

(Wawancara Senin, 14 April 2014)

3. Selain Pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan
(BPDAS), apakah ada dinas/instansi/lembaga lain yang terkait dalam
pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-

11/2014 tanggal 8 Februart 2013 tersebut ?
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“"

Ya pastinya kita bekerjusama dengan Daerah baik Kabupaten dan
Kota sebagai pelaksana kegiatan KBR ini, juga sudah bareng tentu
dengan Pihak Dinas Kehutanan Provinsi dan 1.SM juga terlibat yaa*™
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga lain berkaiatan
dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013
ini ?

“Baik..kita melakukan koordinasi ke dalam dan keluar ke dalam dari
pihak BPDAS sendiri dan keluar dengan instansi terkait atau dari pihak
Kitu munpurn dury pinuk peluksang,  serimg nmvereku berkvordinust dengarr
kita terkait masalah teknis maupun adminitrasi, dan kita pun selalu
berusaha memberikan pembekalan baik itu untuk pengelola kegiatan
maupun petugas lapangannya

(Wawancara Senin, 14 April 2014}

S. Apakah dan segi kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia dari
pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-1I/2014 tanggal 8 Februari 2013 di Kabupaten
Kotawaringin Barat telah mencukupi ?

“ Di kita cukup ya secara kualitas walaupun mungkin secara kuantitas
masih kurang..berkaitan dengan jumlah kelompok pelaksana kegiatan

KBR pury jumiufmya sefiup tufram memingkut™”
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya Kebijakan Peraturan
Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2014 tanggal 8

Februari 2013 ?

“ Saya rasa kebijakan KBR ini baik untuk semua pihak untuk kita
membantu progam RHI. sedangkan untuk masyarakat bisa uniuk
meningkatkan perekonomian mereka *

(Wawancara Senin, 14 April 2014)
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“Kementerian Kehutanan selalu berusaha mencari solusi atas semua
permasalahan di bidang kehutanan, sudah banyak pola-pola yang
diterapkan untuk mendukug program RHI, menurwt saya kehijakan
KBR ini menjadi tugas kami untuk melaksanakannya sebaik mungkin
dan itu tergantung juga kepada masyarakat yang diharapkan untuk
mandiri walaupun pada kultur yang berbeda-beda*

(Wawancara Sinin, 14 April 2014)

8. Apakah Unit Organisasi Pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang
jelas 7 Jika ada apakah setiap pelaksanan kebijakan sudah memakai
dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?

* Sudah tentu ada..... di Permenhut P.12/Menhut-11/2013 tersebut

sudah tercantum tugas dan kewenangan masing-masing pihak *
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

9. Apakah ada seksi khusus/bagian yang menangani kebijakan Kebun
Bibit Rakyat (KBR) tersebut ?

“ Kegiatan KBR di pusatkan di seksi FEvaluasi yang memang
tufoksinya di seksi tersebut

SYFr - “» 4

(Wawurrcara Senin 14 Aprit 2614,

10. Apakah Saudara mempunyai komitmen vyang kuat untuk
mengimplementasikan kegiatan tersebut ? Jika ya jelaskan dengan apa
komitmen tersebut ditunjukan.

“ Sudah barang tentu kita berkomitmen dengan sikap yang positif dan
mengawal kebijakan KBR ini berdasarkan kondisi daerah yang

berbeda beda
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

11. Apakah sudah ada aturan yang jelas mengenai wewenang dan
tanggunglawab dari masing-masing pelaksana kebijakan tersebut ?
Jika sudah ada, apakah pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ada ?

“ Mengenai wewenang dan tanggungiawab ada dalam bentuk Surat
Keputusan untuk Pengelola Kegiatan KBR ini“
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

[T
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12. Apakah tugas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sudah
ada penugasan berupa surat / SK ? Jika ada, dari siapa ?

“ Seperti tadi saya katakan ada Surat Keputusan yang dikeluarkan
oleh BPDAS Kahayan untuk Pengelola Kegiatan KBR, Petuas
Lapangan, dan Kelompok Pengelola KBR (Kelompok Tani yang
melaksanakan kegiatan KBR tersebut) “

AT L

(Wawuarcura Serin, 14 Aprit 2614)

13, Menurut Saudara apakah fasilitas (sarana/prasarana) untuk
menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
* Kita berusaha mendukung kebijakan ini dengan diiringi fasilitasi
yang baik, sarana/prasarana sudah kita siapkan terkait alokasi dana
maupun fasilitasi lainnya yang yang terdapat di dalam DIPA*
(Wawancara Senin, 14 April 2014)

14. Bagaimana strategi agar masyarakat mau dan mampu untuk ikut serta
dalam pembangunan kehutanan khususnya program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL) ?

Pemerintah harus berperan aktif untuk terus mendorong
masyarakat terlibat dalam kegiatan RHL ini dengan mengeluarkan

kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bisa dengan
pola kemitraaan, dan pola-pola lainnya*

YIS s T4 A X1

(Wawarncura Senm, 14 April 20145
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C. SYAHRUNI, S.Hut

|. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/menhut-1I/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana

kapan dan dari mana mengetahuninya ?
“  Permenhut No. P.12/Menhut-2013 berisi tentang Pedoman
Pelaksanaan KBR, yaa kita mengetahui itu karena memang dinas
melaksanakan kegiatan tersebut, Permenhut disosialisasikan oleh
BPDAS Kahayan juga kita cari peraturan-peraturan berkaitan dengan

™YTr

KL dv infermet

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

2. Apakah Saudara pemah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-1I/2013 tanggai 8 Februari 2013 tersebut ?
Bagaimana caranya ?

“ Biasa kita dapatkan dari internet, berkaitan dengan Kebijakan KBR
ini peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan di dapatkan dari BPDAS

L

Kahuyars..piftuk-mereku tnasarpa mergiromiun dulunr bertuk sarui-
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

I3

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?

“ Pada dasarnya kebijakan pelaksanaan kegiatan KBR ini bertujuan
untuk refiabilitasi hutan dan lahah (RHT,) karena pengrusakan dan alik
fungsi hutan yang cukup besar dari tahun ke tahun, wntuk itu
Departemen Kehutanan mencoba mencari solusi dengan kegiatan yang
lebih  berpihak kepada masyarakat dengan mengikutsertakan,
memberdayakan mereka dalam kegiatan RH,

(Wawancara Rutra, 23 Aprii 2614)
4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal
pelaksanaan kebijakan tersebut ?

“ Suduh burang tentu kita berkoordimesi dengun BPFDAS Kahuyan
selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kegiatan ya, dan kita di
daerah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kita berkoordinasi
berkaitan dengan teknis dan administrasi

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang

pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
“ Sudah..saya rasa cukup memadai..
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan
tersebut ( Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-11/2013

tanggal 8 Februari 2013) ?
“  Pastinya mendukung..semua kebijakan yang berkaitan dengan
program RHY. dinas pasti mendukung selain anggaran daerah yang
terbatas untuk kegiatan RHL, dengan adanya kegiatan KBR dirasa
sangat membantu bagi masyarakat*

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan
tersebut ?

“  Menurut hemat saya kebijakan ini disusun untuk memberikan arahan
kepada semua pihak yang berkaitan dengan Kebun Bibit Rakyat yang
merapukun sutufr sutn progranr RITL ditufwor kriits, lufaor kusomyg dur
lahan tidak produktif dalam rangka pemulihan lahan kritis. Kebijakan
ini memberikan angin segar bagi masyarakat dalam pembangunan
kehutanan dengan tujuan ekonomi dan lingkungan*

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?
“ Sebagai rimbawan pastinya kita berkomitmen terhadap kebijakan

}_l‘g'%r fe’nk_v/illvunf Q!.ek Dgp&gh)man Erahstanomn S'ﬂlﬂ;g‘!._a keb_?k‘g'r’: 'fersebw
tidak memberatkan kit “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

Kegiatan KBR baik dilaksanakan ya..karena mekanismenya
mengakomodir keinginan masyarakat.sejak perencanaan hingga
pelaksanaan, juga ada unsur rehabilitasinya hingga dua belah pihak
masyarakat dan pemerintah sama-sama mendapatkan manfaatnya,
walau tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran seperti
di dueran fuin karena komitmen yang kurang.

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari
kualitas dan kuantitas sudah memadai ?

“ Untuk Pengelola Kegiatan KBR yang ada di dinas mereka memang
sudah  bertugas lama di Bidang RRLHK dimana tufoksi mereka
memuny kegiutun yamyg berkuiturr dengarr RAL, mulat- durt kegiuturr
DAK DR, Kegiatan Gerhan..juga ada sebagain yang masih baru tapi
mereka bisa mengimbangi. senior-senior mereka*

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

11. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
tersebut ?

“ Saya rasa tidak ada hambatan yang berarti, biasanya hambatan lebih
cenderung bersifat teknis, untuk kebijakan semua pihak yang terkait
sudury sulirgg megetuiut fagay dur funmggamgiuwabnya musing-musing
(Wawancara Rabu, 23 April 2014).
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D. SYAHYANI], SP. MP
1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan
RI Nomor : P.12/menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana
kapan dan dari mana mengetahuninya ?

“Ya Permenhut No. P.12/Menhut-2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
KBR, kita harus mengetahui dan mempelajari Permnehut tersebut
karena terlibat dengan Kegiatan KBR tersebut sebagai PPK (Pejabat
Pembuat  Komitmen), Permenhut disosialisasikan oleh BFPDAS

Karmayurr
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-1I/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
Bagaimana caranya ?

“ Dari BPDAS Kahayan Palangka Raya, dari berupa surat dan
dilanjutkan dengan sosialisasi yang berisi Pembekalan untuk Pengelola
Kegiutum KB yanyg berusul durs duerai-duerahr (Katrapuierg
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakan tersebut ?

“Tujuan utamanya adalah kegiatan RHI. dalam bentuk yang berbeda
dengan mengikutsertakan masyarakal secara akatif untuk menyediakan
bibit tanaman sendiri kemudian menanamnya di lokasi tanah milik
meraka, memang adanya peningkatan permohonan dari dari kelompok
masyarakat untuk tkut dalam kegiatan KBR merupakan hal yang
positif, artinya kesadaran masyarakat untuk menanam tanaman
ReRmUnUT Mremngkun jagy;, mi kuremu penyampuiunm informust yumng
cukup dari pihak kita berkaitan dengan kegiatan KBR. Biasanya saat
kita dilapangan untuk mencari data ataupun pas perjalanan dinas
lainnya,  kawan-kawan sekalian menyampaikan atau sosialisasi
kegiatan RHI baik itu kegiatan KBR, HR. Apabila masyarakat serius
bigsanya mercka zkan berkeordinasi langsung ke kanmtor (Dinas
Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat) untuk mendapatkan
informasi yang lebih jelas lagi. Selain itu karena ada sebagian orang
yang melihat keberhasilan dari kelompok yang telah mengikuti
kegiatan KBR menjadi tertarik .

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal
pelaksanaan kebijakan tersebut ?

“ Pastinya kita berkoordinasi dengan pihak terkait baik itu BPDAS
Kahayan, Kemenerian Kehutanan karena kita perpanjangan tangan
dari BPDAS Kahayan yang memiliki kegiatan KBR ini dan kita di
daerah sebagai perbantuan dalam kegiatan KBR ini “

(Wuwarcaru Rabu, 23 April 2614)

5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang

pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?
“ Cukup.. cukup memadai..
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan
tersebut ( Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-11/2013

tanggal 8 Februari 2013} ?
“  Sudah barang tentu mendukung karena apapun yang menjadi
kebijakan Kementerian Kehutanan sebagai dinas teknis terkait dan
sesuai tugas dan fungsinya dinas mendukung sepenuhnya *
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan
tersebut 7

“  Menurut saya kebijakan ini sederhana dan mudah dilaksanakan
karena sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian ada
pada kelompok, kelompok sangat berperan aktif, kita hanya
memfasilitasi dan memonitoring kegiatan tetapi juga tetap
mengarahkan untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “
(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?

** Pastinya sebagai Pengelola Kegiatan KBR kami berkomitmen kuat
akan keberhasilan kegiatan KBR ini dimana kebijakan yang telah dibuat
oleh Kementerian Kehutanan harus dilaksanakan dengan sebaik-
butknya Rurcriy fudl fersevm jagn akar menjudi presfuse bugi rumi
selaku pengelola kegiatan

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)
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9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?

“ Ya Kegiatan KBR baik dilaksanakan, selain konsepnya yang
sederhana mudah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan untuk
program RHL (Rehablitasi Hutan dan Lahan). *

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dari
kualitas dan kuantitas sudah memadai ?

“ Sebagai PPK kegiatan KBR, saya berusaha untuk melakukan yang
terbail dan sesuai dengan jadwal waktu bagi pelasanaan KBR di Kobar
ini.. teman-teman lain yang terlibat saya liat juga memberikan
dukungan yang baik..usulan personil pengelola KBR, petugas lapangan
saya rasa sudah memiliki kemampuan uniuk melaksanakan tugasnya.
Dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan KBR sudah
drbaritkarr dengarr terpiithnya 2 kelompok pengeioiu KBR ko yatiu dart
Desa Batu Belaman Kelompok Pengelola Miftahul Ulum dan Desa
Sungai Tendang Kelompok Pengelola Tunas Harapan mendapatkan
penghargaan sebagai pelaksana KKBR terbaik di Provinsi Kalteng
Tahun 2013 kemarin, penghargaan diberikan saat peringatan
seremonial OBIT 2013 Ji Kabupaten Pulang Pisau .. juga sering
teman-teman di Kabupaten lain berkoordinasi dengan kita bertanya
terkait dengan progress kegiatan KBR di sini sehingga memacu mereka
untuk pelaksanaan KBr di daerahnya. *

(Wawancara Rabu, 23 April 2014)

11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

“ Untuk pihak kita sebagai pengelola kegiatan kita sudah menjalankan
prosedur yang ada di KBR.. mulai dari tahapan perencanaan, isana ada
kegiatan sosialisasi, kegiatan rantek RPB (pembuatan rancangan teknis
rencana penanaman bibit) kemudian tahapan pelaksanaan berupa
bimbingan teknis, koordinasi. Berikutnya tahapan pengawasan atau
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di kelompok-
kelompok, tahapan akhir penanaman bibit dimana dalam pelaksanaan
dari Dinas tetap melakukan pendampingan terkait hak teknis dan
monitoring ~

(Wawancara Rabu, 23 April 2014).

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
tersebut ?

“ Hambatan lebih kepada teknis lapangan yaitu faktor alam, biasanya
karena musim kemarau setelah penanaman mengalami kebakaran *
(Wawancara Rabu, 23 April 2014).
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E. ANITA DELINA, S.Hut

1. Apakah Saudara mengetahui kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedomanan Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, dimana
kapan dan dari mana mengetahuninya ?

“ Ya, saya mengetahui Permenhut No. P.12/Menhut-2013 tanggal 8
Februari 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan KBR berisi tentang
Pedoman Pelaksanaan KBR, dari Website Kementerian Kehutanan RI
(www.dephut.go.id) “

STIT - '

(Wuwoncare Jumut, 25 Apri

1 2614

2. Apakah Saudara pernah menerima Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-1I/2013 tanggal 8 Februan 2013 tersebut ?
Bagaimana caranya ?
“ Ya karena saya sebagai pengelola kegiatan KBR di Dinas Kehutanan
Kabupaten Kotawaringin Barat Permenhut diberikan oleh PPK KBR “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

3. Apakah Saudara memahami tujuan dan sasaran kebijakn tersebut ?
“ Ya, kebijakan tersebut di susun sebagai peoman untuk memberikan
arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program KBR agar
terlaksana pembangunan KBR dan penanamannya secara efektif fan
efisien demi mendukung  program RHL dengan pemberdayaan

masyarakat “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

4. Apakah Saudara berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal
pelaksanaan kebijakan tersebut ?
“ Ya, kita dalam melaksanakan kegiatan KBR berkoordinasi dengan

BPDAS Kahayan di Palangka Raya *

{Wuwuncara Jumut, 25 April 2G14)
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5. Menurut Saudara apakah fasilitas/sarana prasarana untuk menunjang
pelaksanaan kebijakan tersebut sudah cukup memadai ?

“ Menurut pendapat saya selaku staf pengelola kegiatan KBR untuk
Jasilitasi/sarana prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan sudh

cukup memadai. “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

6. Bagaimana tanggapan dari instansi Saudara dengan adanya kebijakan
tersebut { Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.12/Menhut-11/2013
tanggal 8 Februari 2013) ?

Tanggapan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat
terkaitnya adanya kebijakan Permenhut P.12/Menhut-11/2013 sangat
positif dan selalu berupaya menjalankan kegiatan KBR di Kabupaten
Kotawaringin Barat Barat sesuai dengan kebijakan tersebut “

I

{Wawancara Jami, 25 April 20147
7. Bagaimana pemahaman Saudara secara umum mengenai kebijakan
tersebut ?

Menurut pemahaman saya, kebijakan Permenhwt P.l2'menhut-
1172013 sudah cukup mengakomodir terkait penyelenggaraan
pembangunan KBR dan penanamannya demi mendukung program RHL
berbasis pada masyarakat

(L_Vmunnﬂnrn Tomat 28 ‘417_1_-_:1 201 4)

8. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?

“ Sebagai rimbawan pastinya kita berkomitmen terhadap kebijakan
yang telah dibuat oleh Departemen Kahutanan selama Kebijkan tersebut
tidak memberatkan kita *'

(Wawancara Jumat, 25 April 2014)

9. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut baik untuk dilaksanakan ?
“ Kegiatan KBR baik dilaksanakan ya.karena mekanismenya
mengakomodir keinginan masyarakat..sejak perencanaan hingga
pelaksanaan, juga ada unsur rehabilitasinya hingga dua belah pihak
masyarakat dan pemerintah sama-sama mendapatkan manfaatnya,
wulu iTduk menutup keitimglinom adunya kebocoran-keboecorun seperti
di daerah lain karena komitmen yang kurang. *
(Wawancara Jumat, 25 April 2014)
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10. Bagaimana dengan petugas pelaksana di Bidang Saudara, apakah dan
kualitas dan kuantitas sudah memadai ?

“ Pengelola Kegiatan KBR dari segi kualitas dan kuantitas sangat
memadai.

STTT - - \

(Wawancaru Jamut, 25 Aprit 2014

11. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?
* Ada dan SOP merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KBR
buik pedommat fekitiy maiipiian aumsiisirasi ©
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

12. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
tersebut ?
“ Saya rasa tidak ada hambatan yang berarti, biasanya hambatan lebih
cenderung bersifat teknis, untuk kebijakan semua pihak yang terkait

sudah saling megetahui tugas dan tanggungjawabnya masing-masing “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).
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F. M.SUBALI

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-II/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat 7 Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Ya..mengetahuinya saat mengikuti kegiatan pembekalan bagi petugas
lapangan KBR yang dilaksnakan oleh BFP1JAS Kahayan Palangka
Raya "

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

“ Tujuannnya adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Kebun Bibit
Rakyat, baik adminstrasi maupun dalam pelaksanaan fisik di lapangan
{Wavwancara Jumat, 25 April 2014).

3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan
adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2014
tanggal 8 Februari 2013 ?

“ Secara pribadi saya sangat mendukung karena dalam melaksanakan
tugas pendampingan terhadap kelompok masyarakat pengelola KBR
kami mempunyai petunjuk dan dasar hukum yang jelas, tanggapan

instansi kami sangat positf
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menten Kehutanan
RI Nomor : P.12/menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?
“ Pemahaman kami terhadap peraturan tersebut jelas karena isinya
mencakup semua tahapan dalam pelaksanaan kegiatan KBR, dari

usulan kelompok hingga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi *
(Wawancara Jumat, Z5 April 2074).
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5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk
dilaksanakan ?

“ Menurut saya peraturan tersebut baik untuk dilaksanakan walaupun
ada keinginan anggota masyarakat yang belum termuat dalam peraturn
tersebut antara lain bantuan biaya pemeliharaan tahun I dan tahun 11 *
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan
kebijakan tersebut ?

*“ Kami sangat berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR (Kebun
Bibit Rakyat( ini karena dalam kegiatan tanam menanam yang sangat
dibutuhkan masyarakat adalah bibit tanaman yang berkualitas dan
sesuai jenisnya dengan keinginan mereka “

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2013
tanggal 8 Februari 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat
untuk dilaksanakan ?

“ Peraturan tersebut sudah tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan
karena selama ini masyarakat Kesulitan untuk mendapatkan bibit
tanaman, sekarang masyarakat sudah mengerti untuk membuat bibit
tanaman mereka sendiri sesuai yang diinginkan

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?

“ Ada, dalam Permenhut tentang KBR, SOP mulai dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan*
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

9. Adakah hambatan yang ditemuai di lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut ?

“ Memang ada beberapa hambatan yang kita temui di lapangan yang
lebih bersifat teknis antara lain pertama : tidak adanya sumber benih
yumy cukup dun menyebur di- sefiup dueran;, kedua - pudu suuf kegiutun
penanaman tidak adanya bantuan wuntuk persiapan penanaman
(pembersihan lahan), ketiga : tidak ada kegiatan lanjutan seperti
pemeliharaan tanaman tahun I dan tahun Il *

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).
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G. UMAGDA BOY PELITA, S.Hut

1. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :
P.12/Menhut-1/ 2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Ya.mengetahui adanya peraturan menteri tersebut tentang pedoman
penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat (KBR), saya mengetahui sejak
berttugas sebagai petugas lapangan Kegiatan KBR ( PL-KBR) data
saya dapatkan dari Website APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan
Indvnesiu

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

“ Tuwjuannnya dari kebijakan tersebut yaitu terlaksananya pembangunan
Kebun Bibit Rakyat dan penanaman bibit secara sfektif dan effisien
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

3. Apakah Saudara mendukung dan apa tanggapan instansi Saudara dengan
adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.12/Menhut-11/2014

tanggal 8 Februan 2013 ?
“  Saya sangat mendukug program tersebut, dan tanggapan dari
instansi tempat saya bekerja ferkait dengan Feraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tersebut sangat baik sekal;,
hal ini disebabkan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) mendukung
program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di daerah dan bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah

74BN AF A

(Wawunvura Juma; 25 Aprit 2614).
4. Bagaimana pemahaman Saudara mengenai Peraturan Menteri Kehutanan

RI Nomor : P.12/menhut-1I/2013 tanggal 8 Februari 2013 tersebut ?

Pemahaman saya terhadap peraturan menteri tersebut yaitu
bagaimana cara Pemerintah Pusat merehabilitasi huwan dan lahan
terlantar dengan melibatkan masyarakat setempat, dari membuat

persemaian sampai dengan melaksanakan penanaman, dengan fujuan
agar Fodonanmun masyarakat dopat membiuat Pglroamninn c-anrfr'rz"
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mengelola  tanaman  sendiri, sehingga dapat meningkatkan
Kesejakhiteraan masyarkat setempat dan mendukung program Femerintah
untuk merehabilitasi hutan dan lahan *

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

5. Menurut Saudara apakah kebijakan tersebut di atas baik untuk

dilaksanakan ?

“ Menurut saya peraturan tersebut sangat baik untuk dilaksanakan “
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

6. Apakah Saudara mempunyai komitmen yang kuat untuk mensukseskan

kebijakan tersebut ?

£

Karena saya terlibat di dalam kegiatan tersebut dengan di SK kan
sebgai FPetugas Lapangan FPembuatan KBR secara otimatis saya
berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR tersebut

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).

7. Apakah Peraturan Menteri Kehutanan RI1 Nomor : P.12/Menhut-11/2013
tanggal 8 Februan 2013 ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat
untuk dilaksanakan ?

i“*

Menurut saya Peraturan Menteri  tersebut sudah tepat dan
bermanjaat untuk dilaksanakan -
(Wawancara Jumat, 25 Apni 2014).

8. Bagaimana Standar Operasional dan prosedur pelaksanaan KBR ?
“ Di dalam Permenhut tentang KBR, sudah lengkap berisi Standar
Operasional dan Prosedur kegiatan KBR dan itu sebagai pedoman kami
dalam melaksanakan tugas *
(Wawancara Jumat, 25 April 2014).
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9. Adakah hambatan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan
kebijakan tersebut ?

* Ada beberapa hambatan yang saya temui di lapangan yaitu pertama :
terkendala dalam hal memenuhi pasokan bibit, kedua : antusiasme
musyurukut yuny besar sekuls, faupt farak dum kondixi fopugraft durt
desa tempat rencana masyarakat melaksnakan kegiatan KBR dengan
Kabupaten/Kota sangat jauh dan berat, sehingga mengganggu
koordinasi dengan instansi terkait, ketiga : untuk mendapatkan lahan
dengan luasan tertentu berupa satu hamparan dalam kegiatan
percname bibit KBR sudak sangat sulit, dan apalagi lokasi lahnya
terpencar sangat jauh, sehingga menghambat dalam kegiatan
penananam...jadi hambatan lebih bersifat teknis ya *

(Wawancara Jumat, 25 April 2014).
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H. SURANI

Identitas Responden

Pendidikan . Sarjana Pendidikan

Jabatan/Pekerjaan . Ketua Kelompok Tani Tani Makmur

Alamat : JL A Yani RT 14 Desa Kumpai Batu Atas
Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-Il/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan

dimana ?

“

Ya mengetahui tentang Kegiatan KBR, saat pelatihan kelompok
pengelola KBR
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013

Yaa...dengan kegiatan KBR ini  kepada masyarakat diberikan
kesempatan untuk memanfaatkan lahan mereka selain untuk ekonomi
Juga untuk lapangan pekerjaan “

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“ Pernah yang diadakan oleh pihak Dinas Kehutanan selama 2 (dua)
hari
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)
4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?
“  Sudah cukup jelas Bu...kita mendapatkan penjelasan baik teknis
maupun administrasi dari pengelola kegiatan maupun petugas

lapangan “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“  Lebih banyak dalam hal pelaksanaan teknis di lapangan yaitu
pembuatan persemaian, kita berkoordinasi dengan pihak dinas
kefaiunun”

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

6. Apakah kebtjakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola

kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?
“  Menurut pendapat saya baik dan bermanfaat karena
mengikutsertakan  kelompok sejak dari perencanaan sampai

[

penanaman
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?
*“ Pasti saya mempunyai komitmen untuk mensukseskan kegiatan KBR
ini karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai kelompok tani dan
sebagai pelaksana kegiatan tetapi bu...ada sebagian anggota kelompok
pada saat penanaman malas, penanaman jadi mundur akhirnya kami
kerjakan sendiri “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014).
8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?
“ Dari segi kebijakan idak ada hambatan, kendala hanya di dalam
kelompok saja -
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat
untuk dilaksanakan ?
“ Saya rasa sudah tepat dan memang bermanfaat bagi masyarakat
karena membantu masyarakat menyediakan bibit tanaman untuk

memanfaatkan lahan tidur kami *
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)
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10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara ?

“Pertama kita mengajukan proposal le BPDAS Kahayan dan Dinas
Kehutanan, kemudian kita membuat perencanaan (RUKK), disetujui
sebugut kefompuk pengelvlia KBRS dun mufur medaksunutant kegiutun
pembuatan persemaian kemudian penanaman*

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
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I. MULKAN

Identitas Responden

Pendidikan : SMA

Jabatan/Pekerjaan . Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan

Alamat : JI. Pangeran Utar RT 04 Desa Sungai Kapitan
Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menter1 Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan
dimana ?

* Tahu, mengetahuinya waktu kita pelatihan kelompok pengelola

KBR oleh pihak Dinas Kehutanan “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013

“  Tujuan KBR untuk merehabilitasi hutan dan lahan juga dengan
adanya isu-isu global warning yang meningkat

ATTY

{Wawancura Subtu, G5 Aprit 26145

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?
“ Pernah..pelatihan kelompok pengelola yaitu kelompok tani yang telah
di SK kan sebagai pengelola KBR, pelatihan diadakan di Dinas

Kehutanan “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
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4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

“ Pihak Dinas baik pengelola kegiatan KBR mapun petugas lapangan
sudah baik menyampaikan isi kegiatan KBR ini, baik itu berkaitan teknis
maupun administrasi

(Wawancara Sabtu, 05 Aprii 2014)

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

* Dari kelompok tani sering berkoordinasi, komunikasi dengan Dinas,
BFDAS sudah dijalankan ™
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014}

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“Implementasi KBR..pantas untuk terus dilanjutkan karena dari sisi
aspirasi masyarakat terpenuhi, dari sisi adminitrasi mudah
dilaksanakan, juga menambah pengetahuan/wawasan kepada kelompok
tani tentang budidaya tanaman kehutanan *

(Wawuncara Sabia, 65 Aprit 2614)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Sudah tentu bu, selain banyaknya lahan kosong, lahan kritis di desa
kita juga prosedur KBR yang mudah dan memberikan peluang kepada
kelompok untuk membuat persemaian sendiri dan melakukan
penanaman bibit-bibit tersebut. Kami berkomitmen kegiatan KBR sudah

og’onnr’,kifﬂ lanisnbon corars qaoadovs

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

Faktor pendorong banyaknya lahan terlantar yang tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat dan keinginan yang kuat untuk
memanfaatkannya. Sedangkan faktor penghambat antara lain beriktan
dengan lokasi penanaman, adanya gesekan-gesekan di dalam
kefompuk
(Wawancara Sabtu , 05 Aprii 2014)
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9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

“KBR sudah tepat sasaran dan dirasa bermanfaat bagi masyarakat desa
Sungai Kapitan “
(Wawancura Sabtu, 85 Aprii 2614}

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara ?

“Kegiatan ini dimulai dengan perencanaan untuk pembuatan, bila
sudah jadi persemaian bibit maka ditanam dan dipelihara kami rasa
tahapannya jelas dan mudah dilaksanakan

(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
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J.  SAMSURI

Identitas Responden

Pendidikan - SMA

Jabatan/Pekerjaan :  Ketua Kelompok Tani Miftahul Ulum

Alamat : J1. Pelita Rt 04 Desa Batu Belaman Kecamatan
Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Kami r_nengetahui....ter_zrqng Kegiataun KBR, mengetahuinya saat
pelatitian kelompok pengelola KBR
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013
“ Twuan KBR untuk merehabilitasi banyaknya lahan kosong milik

masyarakat “
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dan dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“Yaa..sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Kehutanan”
(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

4, Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan im ?
“ Jelas Bu..kita mendapatkan penjelasan tentang prosedur
pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR), syarat-syarat adinistrasi dan

lainnya *
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Sudah terpenuhi kita selalu berkomunikasi antara dinas, BPDAS
sudah kita jalankan terkait pelaksanaan kegiatan KBR “
{(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“ Sayva rasa kegiatan KBR baik dari segi kebijakan keinginan
masyarakat terpenuhi berkaitan dengan pola KBR yang menampung
asprrust musyarokui- ©

(Wawancara Sabtu, 05 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Karena kita mengikuti KBR untuk penghijauan/pemanfaatan lahan
maka kita pastinya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan
kegiatan ini sebaik mumgkin, juga dengan adanya bantuan dana dan
hasil dari kegiatan KBR lebih mendorong kita lagi untuk mensukseskan
kegiciun im-

{(Wawancara Sabtu, 05 Aprif 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?
“ Ada beberapa faktor penghambat dalam kegiatan KBR lebih bersifat
teknis diantaranya tidak seragamnya saat penanaman, juga terjadi
kebakaran setelah penanaman....padahal jabonnya sudah besar Bu “
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk
dilaksanakan ?

i’

“ Kami rasa sudah tepat dan bermanfaat bagi kami masyarakat
(Wawancara Sabtu , 05 April 20[4)
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10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

i

Kegiatan ini disupport instansi ferkait, untuk tahap pertama
pembuatan persemaian, lalu penanaman dan pemeliharaan
(Wawancara Sabtu , 05 April 2014)
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K. ARBAIN

Identitas Responden

Pendidikan . SMP/ Tsanawiyah

Jabatan/Pekerjaan . Ketua Kelompok Tani Karya Kubu Lestari

Alamat : JI. Makmur RT 07 Desa Kubu Kecamatan
Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Ada.. diberikan saat pelatihan*
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan R1 Nomor

: P.12/Menhut-11/2013

“ Memanfaatkan lahan tidur desa “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014}

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dan dinas terkait
tentang kebijakan terscbut ?

£

“ Ya pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan *
(Wawancara Minggu, 6 April 2014}

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini 7

“Jelas... “
(Wawancara Mingguu, 6 April Z014)
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5. Dalam hat apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?
“ Cara penanaman, pemeliharaan, dan pendanaan denagn pihak

Dinas*”
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

*“ Bermanfaat “
(Wawancara Minggu,6 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?
“ Ya..karena waktu kegiatan PEDA KTNA 2013 kita melihat daerah
yang lebih baik jadi kami tertarik untuk seperti mereka... tapi pas mulai
penanaman lokasi banyak berubah dari awal yang rantek dulu dan ada

yang lambat mengambil bibit untuk ditanam*
{(Wawancara Minggu , 06 April 2014).

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

I

Yang mendorong adanya ajakan dari kelomppk lain yang sudah
berhasil melaksanakan kegiatan KBR, pedangkan penghambat tidak
udurtyu Gantuun gniuk permefihuaraun”

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

“ Cukup bermanfaat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)
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L. ABDUL MUIS

Identitas Responden

Pendidikan : SD
Jabatan/Pekerjaan . Ketua Kelompok Tani Karya Bersama 2
Alamat :  Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

** Saat pelatihan petani yang diadakan oleh Dinas Kehutanan
(Wawancara Minggu , 6 April Z014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomeor
: P.12/Menhut-11/2013

“ Untuk membuat bibit tanaman sendiri dan menanamnya*
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

3. Apakah Saudara permah mengikuti sosialisasi/pelatihan dan dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

I

* Yaa pernah .pelatihan petani
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

“ Cukup jelas Bu...
(Wawancara Minggu, 6 April Z014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

* Hal penanaman, pembuatan persemaian*
(Wawancara Minggu 6 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola

kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

i

*“ Saya rasa bermanfaat
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) im ?

“ Iya lah bu..karena itu kegiatan kita
(Wawancara Minggu, 6 April’ Z014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Faktor pendukung masyarakat dapat mengikuti kegiatan KBR untuk
memanfaatkan lahan atau tanah kosong, penghambat adanya SKT
(Surat Keterangan Tanah) belum diterbitkan itu nah.lahan bekas
kegiatan perkebunan artinya anggota kelompok tidak yakin akan
repemiitkan lafurt maka peramuri iidok (arcar”’

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat

untuk dilaksanakan ?

L3

“ Bermanfaat Bu...
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

*“ Bisa kami ikuti...
(Wawancara Minggu, 6 April 20
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M. MAIJERI

Identitas Responden

Pendidikan . SLTA
Jabatan/Pekerjaan . Ketua Kelompok Tani Sungai Rinjing
Alamat :JI. H. Abdul Azis RT 02 Kelurahan Kumai Hilir

Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

** Sebelumnya itdak mengetahui, setelah pelatihan petani kelompok KBR

ada diberikan materi nya*
(Wawancara Minngu, 6 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor

: P.12/Menhut-11/2013

“ Pemantaatan lahan kosong milik masyarakat
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan darn dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“ Iya ada satu kali oleh Dinas Kehutanan
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?
“ Cukupjelas ..kalau kurang jelas saya langsung menghubungi pak

Subali ( Petugas Lapangan KBE) *
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

162

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUIKE42027..pdf

5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan

koordinasi 7 Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

Permasalahan di lapangan...bagaimana mencari benih yang
bersertifikat dan lainnya Bu*“
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“ Bermanfaat Bu..kami bisa mendapatkan bibit sesuai kebutuhan dan
gratis “
(Wawwrrcary fvitrggu, 6 Aprit 26145

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Saya rasa motivasi anggota kelompok kami kurang tapi kami tetap
terus berkoordinasi dengan instansi terkait
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat

pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Pembukaan lahan untuk penanaman memeriukan biaya yang besar
jadi saran saya adanya bantuan biaya obat-obatan pertanian”

(Wawuarncura Mimggn, 6 Aprit 26147
9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

4

* Ya bermanfaat “
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurit

PR P )
uLnna

“ Mudah dipahami dan dilaksanakan, Cuma biasanya semangat
anggota yang menurun”
(Wawancara Minggu 6 April 2014)
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N. GUMBREG

Identitas Responden

Pendidikan . SD

Jabatan/Pekerjaan :  Ketua Kelompok Tani Setia Kawan

Alamat : Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut
Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Saya lupa Bu....tapi pernah ikut pelatihan KBR*
(Wawancara Minngu, 6 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013

“ Hehehe...gimana yaa...untuk bantuan bibit kepada masyarakat *
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“ Saya ikut Bu... waktu itu tiap kelompok diwakili tiga orang
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

4, Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

“ Cukup jelas
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Masalah penanaman Bu... *
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“Manfaatnya kami bisa mendapatkan bibit *
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Keinginan saya yaa seperti itw.. tapi anggota kelompok kadang sulit
diatur*
(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat

pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

i

Penanaman terlambat yaa karena masalah dalam kelompok Bu
karena biaya pembersihan lahan tidak ada...bibit sudah dibagikan tetapi
belum ditanam-tanam”

(Wawancara Minggu, 6 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk
dilaksanakan ?

i

“ Ya bermanfaat
(Wawancara Minggu, 6 April ZU0{4)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurit
Saudara?

“ Yaitu mudah saja tapi kendalanya ada di dalam kelompok
(Wawancara Minggu 6 April Z014)
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0. AMIR HUSIN

Identitas Responden

Pendidikan . SMP

Jabatan/Pekerjaan . Ketua Kelompok Tani Danau Seluluk Jaya

Alamat : JI. Karang Anyar RT 04 Kelurahan Mendawai
Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Mengetahui secara garis besar.waktu pelatihan petani kelompok

KBR™
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor

: P.12/Menhut-11/2013
“ Saya rasa untuk membantu masyarakat mendapatkan bibit dengan

membuat persemaian sendiri*
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

Tkut bu...semua langkah-langkah kegiatan KBR, apa yang perlu

disiapkan oleh kelompok untuk membuat persemaian di terangkan

duturm peltutinumn ifw

(Wawancara Minggu, 13April 2014)
4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

“Jelas...."
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Konsultasi dengan pihak Dinas sering aja bu..apalagi lokasi kami

tidak terlalu jauh juga pihak Dinas sering mendatangi persemaian
kami.
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“Sangat bermanfaat Bu..kebetulan di lokasi kami ada lahan yang
terlantar bekas percetakan sawah yang tidak dapat dipakai lagi untuk
persawahan, jadi kami tanami saja untuk kegiatan KBR

(Wawancara Minggu, 13A4pril 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan

pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“ Awalnya kelompok kami ini untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan
yang di fasiltasi pihak Yayorin, tapi karena kegiatan tersebut belum
mendapatkan ijin dari Pemerintah, akhirnya kami mengikuti kegiatan
KBRini “

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Alhamdulillah tidak ada hambatan..kami dibantu petugas lapangan
Juga pthak Yayorin,
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk
dilaksanakan ?

“ Bermanfaat bagi kami, karena disaat masih menunggu akan adanya
kegiatan Hutan Kemasyarakatan, kelompok bisa melaksanakan kegiatan
lainnya “

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

“ Lancar-lancar saja Bu....kami bisa melalaksanakan KBR tepat waktu*
(Wawancara Minggu 3 April 20{4)
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P. JOHANNES

Identitas Responden

Pendidikan : D3 Pertanian

Jabatan/Pekerjaan . Sekretaris Kelompok Tani Sido Mukti

Alamat : Jl. HM. Rafi’i BTN Beringin Rindang RT 08
Kecamatan Arut Selatan

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Mengetahui Bu.. peraturan tentang KBR*
(Wawancara Minggu, 13 April 201'4)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013
“Untuk menunjang program rehalitasi lahan dan mengikutsertakan
masyarakat dengan bantuan pembuatan persemaian“
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?
“ Saya mengikuti pelatihan untuk kelompok tani pengelola KBR tersebut
mewakili dari kelompok sebnyak # orang sebagai pengurus inti yaitu

king, serrefurts dom beraiaruru

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)
4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

“ Sangat jelas Bu....baik terkait teknisnya maupun administrasinya*
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Yaa dalam hal pelaksanan pembuatan persemaian tentunya...juga
dalam hal lokasi penanaman
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“ Karena memberikan keleluasaan kepada kelompok tani untuk
membuat persemian sendiri dengan jenistanaman yang diinginkan

TR

ketompuk (Wawurcara Minggw, [SApril 2614)
7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat {(KBR) ini ?

“ Kami mengikuti kegiatan ini dan ingin melaksanakannya sebaik
mungkin, tapi kemarin bertepatann juga dengan adanya bantuan bibit
karet dari Dinas Perkebunan dan bibit mereka okulasi, jadi sebagian
anggota masih ada yang belum menanam bibit bu..itu kendalanya
(Wawancara Minggu . 03 April 2014).

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

L13

Tidak ada hambatan yang berarti bagi kemompok kami dalam
kegiatan ini,hanya saja dengan dana 50.000.000,- untuk bibit sebanyak
25.000 batang termasuk sangat murah”

(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk
dilaksanakan ?

“ Bermanfaal dan tepat untuk menunjang kegiatan RHI. ya *
(Wawancara Minggu, 13 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

“ Mudah dipahami, dapat dilaksanakan tepat waktu

“(Wawencarg Minggs 13 April 2014)

169

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 2027 .pdf

Q. SISWANTO

Identitas Responden

Pendidikan . SMA
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Kelompok Tani Karya Tani
Alamat : JI. Sei. Ratik RT 10 RW 02 Sungai Bakau

Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Rasanya pernah ...pas pelatihan petani...tapi saya sudah lupa*
(Wawancara Jumat, [8 April 27014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013

I3

Saya kira untuk mendukung'/mendorong keinginan kelompok tani
yang memiliki lahan kosong untuk dimanfaatkan “
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“ Yaa pernah ..pelaatihan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan *
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?
“ Sudah jelas Bu....kadang kalupun belum jelas dari pihak kita bisa

langsung bertnya kepada petugas lapangan "
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Masalah di lapangan..mengenai penanaman, pembuatan persemaian*
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat 7

“ bermanfaat lah Bu.. selain mendapatkan bibit secara gratis juga
mendapatkan pengetahuan kita tentang budidaya tanama

P4 § 7 oy o s NS By )
(Wawancara Samot, 18 April 20145

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) im ?
“ Tentunya seperti itu.kita juga berencana kegiatan KBR dilajutkan
denga upaya swakelola, dan bibit dijual untuk masyarakat yang

memerlukan*
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Faktor alam..persemaian terendam air pasang laut.. pendorong yaa
keinginan Kelompok untuk memanfaatkan lahan Kosong mereka™
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

3

“ Banyak bermanfaat bagi kami masyarakat
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurit
Saudara?

"

mudah dipahami,,dan sering bertanya kepada Dinas
(Wawancara Jumat, 18 April 2014)

171

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNNVERSITAS TERBUIGH 2027 .pdf

R. SARJONO

Identitas Responden

Pendidikan : STM
Jabatan/Pekerjaan . Sekretaris Kelompok Tani Harapan Kita
Alamat : JL. 2 Mei RT 08 RW 01 Desa Lalang Kecamatan

Kotawaringin Lama

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan Rl
Nomor : P.12/Menhut-11/2013 tanggal 8 F ebruari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Pernah tahu ..seingat kami waktu pelatihan petani
(Wawancara Selasa, 7Z Aprit 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013
* Materi sudah disampaikan tentang KBR, penghijauan, mendpatkan

bibit gratis dan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa *
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“ Pernah satu kali yang diadakan oleh Dinas Kehutanan *
Wawancara Selasa, 22 April 2014)

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan ini ?

L

Cukup jelas bagi kami... petugas lapangan menjelaskan cara
pembuatan persemaian *
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?
“ Pengurus kelompok tani yaa koordinasinya tentang pembuatan KBR

ini Bu...
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola
kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?
“ Kami yang ada di Desa Lalang ini merasa terbantu sekali dengan
adanya kegiatan KBR ini.karena selama ini minat masyarakat lebih
burryak menunum: amurmun suwit'
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“Pastinya Bu...namanya kegiatan kita...kegiatan kelompok kita*
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Yang mendorong yaa minat masyarakat besar untuk memdapatkan
bibit tanaman itu...hambatannya di dalam kelompok SDM anggota
berbedabeda ”

(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

;@

“ Cukup bermanfaat
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara”

“ Tidak sulit Bu...kelompok membuat proposal, bila diterima kita sudah
bisa dapat bantuan KBR ini*
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)
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S. GT.ABDUL BAR

Identitas Responden

Pendidikan : SMA
Jabatan/Pekerjaan . Sekretaris Kelompok Tani Keminting Raya
Alamat : JI. Kusuma Jaya RT 04 RW 02 Desa Rungun

Kecamatan Kotawaringin Lama

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-II/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

" Ada.. tapi lupa*
(Wawancara Selasa, 22 April 7014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-I1/2013

13

“ Aturan tentang kegiatan KBR ya Bu...
(Wawancara Selasa, 22 Aprif 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

*“ Sudah pernah Bu... “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan 1m ?

“Jelas....”
(Wawancara Selasa, 22 April 2004}
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Berkaitan tenatang pembuatan KBR... "
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola

kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

“

Banyak manfaatnya karena lahan tidur dapat ditanami,
pemberdayaan masyarakat tercapai

STTY

(Wawancara Setasa, 22 April- 26145

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?
“Tentu..penanaman dilaksanakan secepat mungkin, bila tidak menuruti
aturan tersebut, bibit dipindahkan ke pihak yang berminat dan tidak

mendapatkan pergantian biaya tanam*
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 7

“ Yang mendorong kegiatan KBR sesuai dengan usulan kelompok tani,

yang menanam juga Kelompok masyarakat, saat penanaman bisa diatur
oleh kelompok sendiri...hambatan Cuma biaya pembukaan lahan yang
cukup tinngi untuk penanaman jadi kami perlu bantuan obat-obatan dan
pupuk” (Wawancara Selasa, 22 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

* Sudah tepat dan manfaatnya pemberdayaan masyarakat setempat  “
(Wawancara Selasa, 22 April 2014)

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

“ Tidak sulit mudah diikwi "

<} T e

STTT o7 a4 4 : na
{wawarrcara derusa, 2i Apriv 014/
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T. SUPIYADI

Identitas Responden

Pendidikan . SMA
Jabatan/Pekerjaan :  Kepala Desa Teluk Pulai
Alamat :J1. Pemuda Desa Teluk Pulai Kecamatan Kumai

1. Apakah Saudara mengetahui adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI
Nomor : P.12/Menhut-[1/2013 tanggal 8 Februani 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat ? Jika ya, kapan dan dimana ?

“ Tidak mengetahui Bu...tapi kegiatan KBR kami mengetahui kebetulan

Desa kami melaksanakannya ™
(Wawancara Senin, 28 April 2014)

2. Apakah Saudara tahu apa tujuan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor
: P.12/Menhut-11/2013

it

“ Mungkin yang mengatur kegiatan KBR yaa...
(Wawancara Senin , 28 April 2014)

3. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi/pelatihan dari dinas terkait
tentang kebijakan tersebut ?

“ Karena saya bukan pengurus kelompok tidak pernah mengikuti..tetapi
untukkelompok pasti mengikuti. *

(Wawanegra Serin, 28 April 2014
4. Menurut Saudara apakah petugas sudah cukup menjelaskan tentang
kebijakan im ?
‘ Kami lihat pembuatan KBR ini berjalan dengan baik....bearti

kelompok sudah mengerti pelaksanaan KBR ini“
(Wawancara Senin, 28 April 2014)
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5. Dalam hal apa saja kelompok pengelola kegiatan KBR melakukan
koordinasi ? Dengan pihak mana saja koordinasi dilakukan ?

“ Pastinya pembuatan KBR..kendla-kendala di lapangan. *
(Wawancara Senin, 28 April 2014)

6. Apakah kebijakan ini baik dan bermanfaat bagi kelompok pengelola

kegiatan Kebun Bibit Rakyat ?

[

Menurwt  pendapat  saya  setelah  melihat  kegiatan
berjalan..bermanfaatr...bibit  tersedia untuk ditanami di lahan
masyarukat keberulun jenis yang diianuam jenis jabon

(Wawancara Senin, 28 April 2014)

7. Apakah Saudara mempunyai komitmen untuk mensukseskan
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ini ?

“Kami selalu mendukung kegiatan Pemerintah yang ada di desa kami*
(Wawancara Senin, 28 April 2014)

8. Menurut Saudara faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat
pelaksanaan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) ?

“ Yang mendorong kegiatan KBR keinginan untuk mendapatkan bibit
...penghambat mungkin hanya jarak desa kita yang jauh dari Pangkalan
(Wawancara Senin, 28 April 2014)

9. Apakah kebijakan ini menurut Saudara sudah tepat dan bermanfaat untuk

dilaksanakan ?

“

Bermanfaat...karena  keinginan masyarakat untuk menanam
sebenarnya besar
(Wawancara Senin, 28 April 2014

10. Bagaimana prosedur kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) menurut
Saudara?

“ Saya lihat kelompok tidak mengalami kesulitan...berjalan lancar ™
(Wawancara Senin, 28 April 2014)
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BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

REKOMENDAS! PENELITIAN
Nomor : 300/¢8 /Kaesbang lil/2014

a Dasar : 1. Peratwan Pemerintalh Nomor 41 Tahun 2006 tenteng Perizinan Melakulkan

Kogiatan Peneliian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Pensiitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang
Asing.

2. Peratwran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tenteng Pedoman
Penerbitan Rokomendasi Penelitian.

3. Peraturan Gubermur Kalimartan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata
Csra Pesmberian lzin Penslitian / Pendataan bagi setiap instarsi Pemermntsh
maupun Non Pemaerintah.

b Menimbang 1 1. Sural Keterangan Mahasiswa Nomor 284/UN31 45 TR2014 Tanggal 20 Maret
2014 Unit Program Belajar Jersk Jauh Universitas Terbuka (UPBJI-UT)
Palangka Raya ;
2. Surat dan Sdri. HAIRUNNISA, 8. Hut Nomor ; Lepes Tanggal 26 Marel 2014
Perinal Permohonan zin  Peneliian Progrem Pascasarjana  Magister
Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Kepaiz Badan Kesatuan Bangsa, Politk dan Perindungen Masyarakat Kab. Kotawaringin Baret,
memberikan rekomendasi kepada ;

a. Nama/ Obiek . HAIRUNNISA, S. Hut ~
b. Jabatan/Tompat/
identitas :  Mahasiswi Program Pascasarjana Magister Adminisirasi Publik (MAP) Universitas
Terbuka NiM 018788221
¢ Untuk ¢ 1. Melakukan Pengumpuian Data Penelitian untuk Keperiuan Penyusunan Tugas
Akhir Program Magister (TAPM} dongan Proposal benudiid *KEBLIAKAN
KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR) DALAM PROGRAM REHABILITAS! HUTAN
DAN LAHAN {STUDI IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEBUN BIBIT RAKYAT DI WHILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT)"
2. Lokesi Penelitian . Kab. Koiawaringin Barat
3. Waktu / Lama Penelitian - 3 { Tiga ) Bulen, Dari Tanggel 01 April 2014 s/d 1
Juli 2014
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Demikian rekomerdasi ini dibuat untuk digunakan seperiunya.
Pangkalan Bun, 01 April 2014

=y

Up. Kepala Badan Kssstuan Bangsa dan Politik Prov. Kalteng di P.Raya .
. Bupati Kotawaringin Barai di P.Bon ;
- Kepaia Badan Perencansan Pembangunen Daerah Kab. Kobar dil P.Bun ;

,uéun
]
fi
;
E
]
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